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BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 12 TAHUN 2016 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 -2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang: bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan, per lu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten 
Pacitan Tahun 2016-2025; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Pelindungan dan Pengelolaan L ingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5156); 



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah d iubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 125); 

10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan; 

11 . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah; 

13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan 
Kabu paten / Kota; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa T imur Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa T imur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa T imur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa T imur 
Nomor 15) 

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 3); 

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pacitan 
Tahun 2005-2025( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2011 Nomor 5); 

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan T a h u n 2013 Nomor 7) sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 
Nomor 5); 

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2016 Nomor 5); 



Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN R A K Y A T DAERAH 

KABUPATEN PACITAN, 
dan 

BUPATI PACITAN. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK 

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PACITAN 
TAHUN 2016 -2025 . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah in i yang d imaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupat i adalah Bupat i Pacitan. 
4. Pejabat adalah Pegawai yang diber i tugas ter tentu d i bidang 

penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan. 

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang memi l ik i tugas dan fungsi 
penyelenggaraan unsur kepariwisataan. 

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang d i l akukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang dengan mengunjung i tempat ter tentu u n t u k tu juan 
rekreasi, pengembangan pr ibadi , a tau mempelajari k eun ikan daya tar ik 
wisata yang d ikun jung i dalam jangka w a k t u sementara. 

7. Wisatawan adalah orang yang me lakukan wisata. 
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang d i d u k u n g 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

9. Kepariwisataan adalah kese luruhan kegiatan yang terkai t dengan 
pariwisata dan bersifat mul t id imens i serta mu l t i d i s i p l in yang m u n c u l 
sebagai w u j u d kebu tuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 
wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, 
Pemerintah Daerah dan pengusaha. 

10. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya dis ingkat DTW adalah segala 
sesuatu yang memi l ik i keun ikan , ke indahan dan n i la i yang berupa 
keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan basil buatan manusia 
yang menjadi sasaran atau tu juan kun jungan wisatawan. 

11 . Daerah Tu juan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata 
adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih kawasan 
admin is t ra t i f yang d ida lamnya terdapat daya tar ik wisata, fasilitas 
u m u m , fasilitas pariudsata, aksesibil itas, serta masyarakat yang saling 
terkait , dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

12. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah basi l 
perwi layahan pembangunan kepariwisataan yang d iwu judkan dalam 
bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis 
Pariwisata Kabupaten. 

13. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang se lanjutnyan dis ingkat (DPK) 
adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah 
adminis t ra t is yang d i da lamnya terdapat memi l ik i tema te r tentu , dengan 
komponen daya tar ik wisata, fasilitas u m u m , fasil itas pariwisata, 
aksesibil itas. serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi 
t e rwujudnya kepariwisataan yang merupakan kewenangan kabupaten. 



14. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnyan disingkat 
(KSPK) adalah kawasan yang mempunya i fungsi u tama pariwisata atau 
memi l ik i potensi u n t u k pengembangan pariwisata kabupaten yang 
mempunya i pengaruh pen t ing dalam satu atau dua aspek, seperti 
p e r tumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pengembangan sumberdaya 
a lam, daya d u k u n g l ingkungan h idup , serta pertahanan dan keamanan. 

15. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya u n t u k meningkatkan 
kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara 
ind iv idu m a u p u n kelompok, dalam memajukan kua l i tas h idup , 
kemandi r ian , dan kesejahteraan mela lui kegiatan kepariwisataan. 

16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses u n t u k menciptakan, 
mengkomunikas ikan, menyampaikan p roduk wisata dan mengelola 
relasi dengan wisatawan u n t u k mengembangkan kepariwisataan dan 
se luruh pemangku kepentingannya. 

17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau 
jasa bagi pemenuhan kebu tuhan wisatawan dan penyelenggaraan 
pariwisata. 

18. Indus t r i Pariwisata adalah k u m p u l a n usaha pariwisata yang saling 
terkai t dalam rangka menghasi lkan barang dan/atau jasa bagi 
pemenuhan kebu tuhan wisatawan da lam penyelenggaraan pariwisata. 

19. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta 
ja r ingannya yang d ikembangkan secara terorganisasi, me l iput i 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya 
m a n u sia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara 
berkesinambungan guna menghasi lkan perubahan ke arah pencapaian 
t u j u a n d i bidang kepariwisataan. 

20. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya dis ingkat SDM 
Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkai t secara 
langsung dan t idak langsung dengan kegiatan kepariwisataan. 

2 1 . Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampi lan dan 
per i laku yang harus d im i l i k i , d ihayat i dan d ikuasai oleh pekerja 
pariwisata u n t u k mengembangkan profesionalitas kerja. 

22. Prasarana U m u m adalah kelengkapan dasar fisik suatu l ingkungan yang 
pengadaannya memungk inkan suatu l ingkungan dapat beroperasi dan 
berfungsi sebagaimana mestinya. 

23. Fasil itas U m u m adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu l ingkungan 
yang d i pe run tukan bagi masyarakat u m u m dalam me lakukan akti f i tas 
keh idupan keseharian. 

24. Fasilitas Pariwisata adalah semua jen is sarana yang secara khusus 
d i tu jukan u n t u k menduk ung penciptaan kemudahan , kenyamanan, 
keselamatan, wisatawan da lam me lakukan kun jungan ke destinasi 
pariwisata. 

25. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang 
selanjutnya disebut dengan Ripparkab adalah rencana pembangunan 
kepariwisataan pada t ingkat daerah me l iput i : destinasi pariwisata, 
pemasaran pariwisata, i ndus t r i pariwisata, dan kelembagaan 
kepariwisataan. 

BAB II 
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN 

Pasal 2 

Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten d i laksanakan berdasarkan pada 
Ripparkab 



Pasal 3 

Ruang L ingkup Ripparkab sebagaimana d imaksud pada pasal 2 me l iput i : 
a. Pembangunan Destinasi Pariwisata; 
b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata; 
c. Pembangunan Indus t r i Pariwisata; dan 
d. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata. 

Pasal 4 

(1) Ripparkab sebagaimana d imaksud da lam pasal 2 memuat : 
a. Visi; 
b. Mis i ; 
c. Tu juan ; 
d. Sasaran ;dan 
e. Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten. 

(2) Pelaksanaan Ripparkab sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dun i a usaha 
dan masyarakat. 

Pasal 5 

Visi sebagaimana d imaksud dalam pasal 4 ayat (1) h u r u f a adalah 
terwujudnya pariwisata berbasis alam dan budaya yang mendorong 
peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. 

Pasal 6 

Misi sebagaimana d imaksud da lam pasal 4 ayat (1) h u r u f b me l iput i : 
a. Destinasi pariwisata yang nyaman bagi wisatawan, berwawasan 

l ingkungan dan berkelanjutan, serta men ingkatkan pendapatan daerah 
dan masyarakat; 

b. Pemasaran pariwisata yang sistematis, tepat sasaran dan 
bertanggungjawab u n t u k meningkatkan kun jungan wisatawan; 

0. Indus t r i par iwisata yang kredibel , bersemangat kemit raan dan 
kooperasi, serta bertanggung jawab terhadap l ingkungan a lam dan 
sosial budaya;dan 

d. Kelembagaan kepariwisataan yang akuntabe l , regulasi dan mekanisme 
operasional yang efektif dan efisien, serta sumberdaya manus ia yang 
kompeten dalam rangka mendorong perkembangan kepariwisataan 
Kabupaten Pacitan. 

Pasal 7 

Tujuan sebagaimana d imaksud da lam pasal 4 ayat (1) h u r u f c me l iput i : 
a. Meningkatkan kua l i tas destinasi pariwisata daerah; 
b. Mewujudkan indus t r i pariwisata yang bersemangat kemit raan dan 

kooperasi serta mampu menggerakan perekonomian daerah; 
c. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan ber ikut sumberdaya 

manus ianya yang mendukung perkembangan kepariwisataan daerah 
mela lu i kerjasama yang baik dalam satu visi yang sama; dan 

d. Mengkomunikas ikan destinasi pariwisata Kabupaten Pacitan melalui 
sistem promosi dan pemasaran yang sistematis dan tepat sasaran. 

Pasal 8 

(1) Sasaran sebagaimana d imaksud da lam pasal 4 ayat (1) h u r u f d me l iput i : 
a. Peningkatan j u m l a h kun jungan wisatawan nusantara dan 

mancanegara; 
b. Peningkatan j u m l a h pergerakan wisatawan; 
c. Peningkatan j u m l a h pengeluaran wisatawan; 



d. Peningkatan pendapatan masyarakat dar i usaha-usaha terkai t 
kepariwisataan; dan 

e. Peningkatan pendapatan asli daerah. 
(2) Sasaran sebagaimana yang te rcantum pada ayat (1) akan dicapai da lam 

dua tahapan pengembangan, ya i tu : 
a. Tahap I;dan 
b. Tahap II 

Pasal 9 

Arah pembangunan kepanwisataan kabupaten sebagaimana d imaksud 
da lam pasal 4 ayat (1) h u r u f e me l iput i : 
a. Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berke lanjutan; 
b. Orientasi pada upaya-upaya pe r tumbuhan , peningkatan kesempatan 

kerja, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian l ingkungan; 
c. Pelaksanaannya d i l akukan dengan tatakelola yang baik; 
d. Pelaksanaannya d i laksanakan secara terpadu, l intas sektor, l intas 

daerah, dan l intas pe laku; dan 
e. Pelaksanaannya d i laksanakan dengan mendorong kemit raan sektor 

pub l ik dan swasta. 

Pasal 10 

Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana d imaksud 
dalam pasal 9 menjadi dasar arah regulasi, kebi jakan, strategi, dan ind ikas i 
program kegiatan dan pendanaan dari setiap komponen pembangunan 
kepariwisataan. 

BAB I I I 
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 11 

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten mel iput i : 
a. Perwilayahan destinasi pariwisata; 
b. Pembangunan DTW; 
c. Pembangunan Aksesibil itas; 
d. Pembangunan prasarana u m u m , fasil itas u m u m , dan fasilitas 

pariwisata; 
e. Pemberdayaan masyarakat; dan 
f. Pengembangan investasi d i b idang pariwisata. 

Bagian Kedua 
Perwilayahan Destinasi Pariwisata 

Pasal 12 

(1) Perwilayahan destinasi pariwisata kabupaten me l iput i : 
a. DPK; dan 
b. KSPK 

(2) Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) d i te tapkan dengan kr i ter ia : 
a. Merupakan destinasi geografis dengan cakupan wi layah kecamatan 

yang d iantaranya merupakan KSPK; 
b. Memi l ik i daya tar ik wisata yang berkual i tas dan kenal secara luas, 

serta membentuk je jar ing produk wisata dalam bentuk pola 
pemaketan produk dan pola kun jungan wisata; 



c. Memi l ik i kesesuaian tema daya ta r ik wisata yang m e n d u k u n g 
penguata daya saing; 

d. Memi l ik i dukungan je jar ing aksesibil i tas dan in f r a s t ruk tu r yang 
mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan 

e. Memi l ik i keterpaduan dengan rencana sektor terkai t . 
(3) KSPK di tetapkan dengan kr i ter ia : 

a. Memi l ik i fungsi u tama pariwisata atau potensi pengembangan 
pariwisata; 

b. Memi l ik i sumber daya pariwisata potensial u n t u k menjadi daya tar ik 
wisata unggulan dan memi l ik i c i t ra yang sudah dikenal secara luas; 

c. Memi l ik i potensi pasar, baik skala nasional m a u p u n intemasional ; 
d . Memi l ik i posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi; 
e. Memi l ik i lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan 

keu tuhan wilayah; 
f. Memi l ik i fungsi dan peran strategis da lam menjaga fungsi dan daya 

d u k u n g l ingkungan h idup ; 
g. Memi l ik i fungsi dan peran strategis da lam usaha pelestarian dan 

pemanfaatan aset budaya; 
h . Memi l ik i kesiapan dan dukungan masyarakat; 
i . Memi l ik i kekhususan dari wi layah; 

j . Kesamaan jenis dan karakter daya tar ik wisata; 
k. Kesamaan arah dan cara pencapaian menu ju daya tar ik wisata; 
1. Kedekatan daya tar ik wisata terhadap pusat-pusat pelayanan; 

m. Kedudukan sebaran daya tar ik wisata secara geografis; dan 
n . Kondisi geomorfologi Kabupaten Pacitan. 

(4) Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis 
Pariwisatan Kabupaten d i laksanakan secara bertahap dengan kr i ter ia 
pr ior i tas memi l ik i : 
a. Komponen daya tar ik wisata yang siap u n t u k d ikembangkan 
b. Posisi dan peran efektif sebagai penar ik investasi yang strategis; 
c. Posisi straegis sebagai s impul penggerak sistemik pembangunan 

kepariwisataan d i wi layah sekitar baik dalam konteks lokal m a u p u n 
nasional ; 

d. Potensi t ren produk wisata masa depan; 
e. Kontr ibus i yang signif ikan dan/atau prospek yang posit i f da lam 

menar ik kun jungan wisatawan mancanegara dan wisatawan 
nusantara dalam wak tu yang relati f cepat; 

f. Ci tra yan sudah dikenal secara luas; 
g. Kontr ibus i terhadap pengembangan keragaman produk wisata d i 

Kabupaten Pacitan; 
h . Keunggulan daya saing regional m a u p u n nasional. 

Pasal 13 

DPK d imaksud pasal 12 ayat 1 h u r u f a te rd i r i dar i 4 (empat) bagian ya i tu : 
a. DPK A Wisata Geopark dengan objek wisata yang d ikembangkan 

mel iput i : 
1) Pantai Srau; 
2) Pantai Klayar; 
3) Pantai Karang Bolong/Segoro Bunder; 
4) Pantai Nampu; 
5) Pantai Watu Karung; 
6) Makam Ke turunan Raja; 
7) Bekas Kerajaan Wirat i dan Makam Kyai Santr i ; 
8) Makam Kyai Banteng; 
9) Situs Bak Soko; 
10) Song Agung dan Song Terus; 
11) GoaGong; 
12) GoaTabuhan ; 



13) GoaPu t r i ; 
14) GoaKalak ; 
15) GoaKend i l ; 
16) Luweng Jaran ; 
17) Luweng Ombo; 
18) Wana Wisata; dan 
19) Obyek wisata sek i tamya 

b. DPK B Mass Tour ism dengan objek wisata yang d ikembangkan me l iput i : 
1) Pantai Teleng Ria; 
2) Pantai Tamperan; 
3) Palagan Tumpak Rinjing; 
4) Makam Kanjeng J imat ; 
5) Sumber Air Hangat; 
6) Pondok Tremas; 
7) Makam Ki Agung Petung; 
8) Notopuro; dan 
9) Obyek wisata sek i tamya 

c. DPK C Wisata Budaya dan Minat Khusus dengan objek wisata yang 
d ikembangkan mel iput i : 
1) Pantai Tawang; 
2) Pantai Bakung; 
3) Pantai Wawaran; 
4) Pantai Jetak; 
5) Pantai Bawur; 
6) Pantai Sidomulyo; 
7) Pantai Taman; 
8) Pantai Soge; 
9) G u n u n g Limo; 
10) B a t u T u l i s ; 
11) Makam Sutononggo; 
12) Goa Somopuro; 
13) Goa Papringan; 
14) Goa Pentung; 
15) Goa Kambi l ; 
16) Petilasan Buwono Keling Geger G u n u n g Selurung, 
17) Markas Jendra l Sud i rman; 
18) Makam Kanjeng Bayat;dan 
19) Obyek Wisata sek i tamya 

d. DPK D Agrowisata dengan objek wisata yang d ikembangkan me l iput i : 
1) Monumen Jenderal Sud i rman; 
2) Makam Eyang Putr i dan Iro Kombor; 
3) Makam Mbab Wager; 
4) Agrowisata ;dan 
5) Obyek wisata sek i tamya 

Pasal 14 

KSPK sebagaimana d imaksud pada pasal 12 ayat 1 b u r u f b te rd i r i dar i : 
a. KSPK Klayar Raya dan sekitamya; 
b. KSPK Watu Karung-dan seki tamya; 
c. KSPK Kota Raya dan seki tamya; 
d. KSPK Taman Soge dan sekitamya; 
e. KSPK Pidakan- Dangkal -Gunungl imo dan seki tamya; dan 
f. KSPK B in tang Agro dan sek i tamya 

Pasal 15 

(1) Arab kebi jakan pembaj igunan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan 
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten me l iput i : 



a. Perencanaan pembangunan DPK dan KSPK; 
b. Penegakan regulasi pembangunan DPK dan KSPK; 
c. Pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK; 
d. Moni tor ing dan pengawasan pembangunan DPK dan KSPK. 

(2) Penegakan regulasi d i l akukan oleh Perangkat Daerah yang mempunya i 
tugas pokok dan fungsi penegakan peraturan perundang-undangan 

(3) Pelaksanaan moni tor ing dan pengawasan d i l akukan oleh Perangkat 
Daerah yang membidangi par iwisata dan Perangkat Daerab terkai t 
dengan moni tor ing dan pengawasan pembangunan. 

Bagian Ketiga 
Pembangunan DTW 

Pasal 16 

(1) Pembangunan DTW me l iput i pengembangan dan pembangunan: 
a. DTW Alam; 
b. DTW Budaya; dan 
c. DTW Buatan/Binaan Manusia. 

(2| Pembangunan DTW sebagaimana d imaksud ayat (1) d i l akukan dengan: 
a. Perintisan pengembangan DTW dalam rangka mendorong 

pe r tumbuhan DPK dan pengembangan daerab; 
b. Pembangunan DTW u n t u k meningkatkan kual i tas , daya saing dan 

daya tar ik u n t u k menar ik m ina t dan loyalitas segmen pasar yang ada; 
c. Pemantapan DTW u n t u k men ingkatkan daya saing, daya ta r ik da lam 

menar ik kun jungan wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan 
d. Revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kual i tas , keber lanjutan, 

daya saing dan daya tar ik pada DPK. 

Pasal 17 

Jenis dar i masing-masing DTW sebagaimana d imaksud da lam pasal 16 ayat 
(1) d i te tapkan dengan Peraturan Bupat i . 

Pasal 18 

Strategi Pengembangan DTW mel iput i : 
a. Pengembangan sistem keruangan wisata terpadu mela lui pembentukan 

satuan DPK dan KSPK; 
b. Pengembangan fasilitas layaman wisata terpadu dalam rangka 

pembentukan s impu l - s impu l pusat pelayanan skala regional dan lokal ; 
c. Pengembangan produk kepariwisataan kabupaten melalui strategi 

pengembangan temat ik kepariwisataan terpadu da lam satu kesatuan 
wi layah pengembangan kepariwisataan; 

d. Pengembangan produk-produk baru yang berbasis pada daya ta r ik 
wisata a lam; 

e. Pengembangan prod uk kepari w i sataan mengac u pad a pen dekatan 
kor idor wisata terpadu l intas batas wi layah; dan 

f. Pengembangan kepariwisataan kabupaten yang berwawasan l ingkungan 
mela lui sinergi pengelolaan l ingkungan secara terpadu dan 
berkes inambungan. 



Pasal 19 

Arah pengembangan DTW adalab sesuai dengan mis i pembangunan 
kepariwisataan sebagaimana d imaksud Pasal 6 h u r u f a. 

Bagian Keempat 
Pembangunan Aksesibi l itas 

Pasal 20 

(1) Pembangunan Aksesibil itas Pariwisata, me l iput i ; 
a. Pengembangan moda transportasi da lam m e n d u k u n g pengembangan 

pariwisata 
b. Pengembangan sarana dan prasarana transportas i dalam mendukung 

pengembangan pariwisata; dan 
c. Pengembangan sistem transportas i da lam mendukung pengembangan 

pariwisata 
(2) Pembangunan Aksesibil itas Pariwisata sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) d imaksudkan u n t u k mendukung pengembangan kepariwisataan dan 
pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan d i 
da lam destinasi pariwisata. 

Pasal 21 

(1) Strategi pengembangan moda transportas i sebagaimana d imaksud 
da lam pasal 20 ayat (1) b u r u f a, me l iput i ; 
a. Mengembangkan sarana moda transportas i darat disepanjang kor idor 

pariwisata utama; 
b. Memperkuat upaya pengelolaan daya ta r ik wisata dan l ingkungan; 
c. Mengembangkan moda transportas i penghubung antara daya tar ik 

wisata dan p i n t u masuk yang me l iput i sub te rmina l dan terminal . 
(2) Strategi pengembangan sarana dan prasarana transportas i sebagaimana 

d imaksud da lam pasal 20 ayat (1) h u r u f b, me l iput i : 
a. Mengembangkan prasarana t ransportas i d i sepanjang kor idor 

pariwisata utama; 
b. Mengembangkan prasarana transportas i dar i kor idor pariwisata 

u tama ke kor idor pariwisata penunjang; 
c. Mengembangkan prasarana r in t i san transportasi l aut sebagai 

pendukung pembangunan kepariwisataan. 
(3) Strategi u n t u k pengembangan sistem transportas i sebagaimana 

d imaksud dalam pasal 20 ayat (1) b u r u f c, me l iput i : 
a. Mengembangkan sistem transportas i darat d i sepanjang kor idor 

pariwisata utama; 
b. Mengembangkan sistem transportas i penghubung antara daya tar ik 

wisata u tama dan s impu l daya tar ik pendukung . 

Pasal 22 

Pembangunan aksesibil itas pariwisata adalab sebagai ber ikut : 
a. Pengembangan aksesibil itas d i Wisata Geopark berupa: 

1. Peningkatan j a l u r dan moda transportas i pada kor idor u tama , 
segmen j a l u r barat dar i arah Wonogiri sepanjang kor idor penghubung 
l intas objek wisata; 

2. Pengembangan fasilitas transfer moda pada j a l u r kor idor u tama 
khususnya d i kota Kecamatan Donorojo, sebagai p i n t u gerbang 
utama; 



3. Peningkatan dan pengembangan rambu rambu pe tun juk arab ke 
masing-masing destinasi wisata dar i kor idor u tama sampai dengan 
kor idor masuk ke masing-masing destinasi wisata; dan 

4. Penataan akses internal , area park i r dan sistem s i rkulas i pada 
masing-masing daerab destinasi wisata serta akses ekstemal antar 
destinasi wisata. 

b. Pengembangan aksesibil i tas d i Destinas Pariwisata Kabupaten (DPK) 
Mass Tour ism berupa peningkatan kual i tas ja r ingan j a l an dan moda 
transportas i pada kor idor u tama , segmen j a l u r selatan dan tengab 
Pacitan rute akses menu ju masing-masing daerah destinasi wisata 
pengembangan fasilitas transfer moda pada j a l u r kor idor u tama 
khususnya d i Kota Pacitan sebagai p i n t u gerbang utama peningkatan 
dan pengembangan rambu- rambu penun juk ke arab masing-masing 
destinasi wisata dan koridor u tama sampai dengan kor idor masuk ke 
masing-masing destinasi wisata, penataan akses interna l area park i r 
dan sistem s i rkulas i pada masing-masing daerab destinasi wisata serta 
akses ekstemal antar destinasi wisata. 

c. Pengembangan aksesibil itas di Destinas Pariwisata Kabupaten (DPK): 
Wisata Budaya dan minat khusus berupa peningkatan kual i tas ja r ingan 
j a l an dan moda transportasi pada kor idor u tama, segmen j a l u r selatan 
dan t i m u r (Pacitan-Tulakan-Ngadirojo-Sudimoro-Trenggalek) rute akses 
menuju masing-masing daerab destinasi wisata pengembangan fasilitas 
transfer moda pada j a l u r koridor yang mengbubungkan Pacitan-
Kebonagung-Sudimoro-Trenggalek, pengembangan fasilitas transfer 
moda pada j a l u r kor idor u tama khususnya di Arjosari. Tegalombo, 
Tulakan-Ngadirojo, Kebonagung-Sudimoro, pengembangan r ambu-
rambu penun juk ke arab masing-masing destinasi wisata dan koridor 
utama sampai dengan kor idor masuk ke masing-masing destinasi wisata 
penataan akses i n t e m a l area park i r dan sistem s irkulas i pada masing-
masing daerab destinasi wisata serta akses ekstemal antar destinasi 
wisata; dan 

d. Pengembangan aksesibil i tas d i Destinas Pariwisata Kabupaten (DPK): 
Agrowisata berupa peningkatan kua l i tas j a r ingan j a l an dan moda 
transportasi pada kor idor utama, segmen j a l u r utara dan t i m u r dar i 
arab Kabupaten Ponorogo-Aijosari-Pacitan serta rute akses menu ju 
masing-masing daerab destinasi wisata, pengembangan fasilitas transfer 
moda pada j a l u r kor idor u tama khususnya d i kota Kecamatan 
Nawangan, Kecamatan Bandar dan Kecamatan Tegalombo dari arah 
Ponorogo sebagai p i n t u masuk u tama peningkatan dan pengembangan 
rambu- rambu penun juk ke arab masing-masing destinasi wisata dan 
kor idor u tama sampai dengan kor idor masuk ke masing-masing 
destinasi wisata, penataan akses in terna l area park i r dan sistem 
s i rkulas i pada masing-masing daerab destinasi wisata serta akses 
ekstemal antar destinasi wisata. 

Bagian Ke l ima 
Pembangunan Prasarana Umum, Fas i l i tas Umum, dan 

Fas i l i tas Pariwisata 

Pasal 23 

Arab kebi jakan pembangunan prasarana u m u m , fasilitas u m u m , dan 
fasilitas pariwisata mel iput i : 
a. Pengembangan prasarana u m u m , fasil itas u m u m , dan fasil itas 

pariwisata dalam mendukung per int isan pengembangan destinasi 
pariwisata; 

b. Peningkatan prasarana u m u m , fasilitas u m u m , dan fasilitas pariwisata 
yang mendukung pe r tumbuhan , men ingkatkan kua l i tas dan daya saing 
destinasi pariwisata; dan 



c. Pengendalian prasarana u m u m , fasilitas u m u m , dan fasilitas pariwisata 
bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas 
daya d u k u n g . 

Pasal 24 

(1) Strategi u n t u k pengembangan prasarana u m u m , fasilitas u m u m , dan 
fasil itas pariwisata dalam m e n d u k u n g per int isan destinasi pariwisata 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 23 b u r u f a, me l iput i : 
a. Mendorong pemberian insent i f u n t u k pengembangan prasarana 

u m u m , fasilitas u m u m , dan fasil itas pariwisata dalam m e n d u k u n g 
per int isan destinasi pariwisata; 

b. Meningkatkan fasil itasi pemerintah u n t u k pengembangan prasarana 
u m u m , fasilitas u m u m , dan fasil itas pariwisata atas in is iat i f swasta; 
dan 

c. Mer int is dan mengembangkan prasarana u m u m , fasilitas u m u m , 
dan fasilitas pariwisata u n t u k m e n d u k u n g kesiapan destinasi 
pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata. 

(2) Strategi u n t u k peningkatan kual i tas prasarana u m u m , fasilitas u m u m , 
dan fasilitas pariwisata da lam mendukung pe r tumbuhan , meningkatkan 
kua l i tas dan daya saing destinasi pariwisata sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 23 b u r u f b, me l iput i : 
a. Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemit raan antara 

Pemerintah dan swasta; 
b. Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemand i r ian 

pengelolaan; dan 
c. Mendorong penerapan prasarana u m u m , fasilitas u m u m , dan 

fasilitas pariwisata yang memenub i k ebu tuhan wisatawan 
berkebutuban khusus . 

(3) Strategi u n t u k pengendalian pembangunan prasarana u m u m , fasilitas 
u m u m , dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang 
sudab melampaui ambang batas daya d u k u n g sebagaimana d imaksud 
da lam pasal 23 b u r u f c, me l iput i : 
a. Menyusun regulasi per iz inan u n t u k menjaga daya d u k u n g 

l ingkungan; dan 
b. Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 25 

Pemberian insent i f da lam pembangunan prasarana u m u m , fasilitas u m u m , 
dan fasilitas pariwisata d idasarkan pada ke tentuan peraturan perundang-
undangan yang ber laku 

Bagian Keenam 
Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 26 

Pemberdayaan masyarakat d i laksanakan mela lui : 
a. Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat da lam pembangunan 

bidang kepariwisataan; 
b. Peningkatan usaba ekonomi masyarakat d i b idang kepariwisataan; dan 
c. Penguatan kesadaran wisata masyarakat. 

Pasal 2 7 

(1) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan 
bidang kepariwisataan sebagaimana d imaksud dalam pasal 26 b u r u f a, 
dengan cara: 



a. Meningkatkan keter l ibatan masyarakat da lam pengembangan 
kepariwisataan; dan 

b. Menguatkan kelembagaan masyarakat da lam pengembangan 
pariwisata. 

(2) Salab satu bentuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam 
pembangunan bidang kepariwisataan sebagaimana d imaksud da lam 
ayat (1) b u r u f a dan b u r u f b adalab desa wisata. 

(3) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat d i b idang kepariwisataan 
sebagaimana d imaksud da lam pasal 26 b u r u f b, dengan cara 
meningkatkan keterampi lan sumber daya manus ia dan inovasi produk 
sebagai penunjang sektor pariwisata. 

(4) Penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana d imaksud da lam 
pasal 26 h u r u f c, dengan cara men ingkatkan pemahaman, dukungan , 
dan part is ipasi masyarakat dalam mewu judkan Sapta Pesona. 

Bagian Ketujuh 
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata 

Pasal 28 

Pengembangan investasi d i b idang pariwisata me l iput i : 
a. Pengembangan investasi fasilitas kepariwisataan; 
b. Penataanregulasi d i b idang investasi usaba pariwisata; dan 
c. Peningkatan peran sektor swasta dan masyarakat dalam me lakukan 

investasi usaba pariwisata. 

Pasal 29 

(1) Pengembangan investasi fasilitas kepariwisataan sebagaimana d imaksud 
dalam pasal 28 b u r u f a, dengan cara: 
a. Menyusun rencana fasilitas kepariwisataan; 
b. Me lakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah, swasta, dan 

masyarakat atas rencana investasi fasil itas kepariwisataan; dan 
c. Membangun mekanisme kont ro l dan pemelibaraan atas investasi 

fasilitas kepariwisataan yang d i l akukan . 
(2) Penataan regulasi d i b idang investasi sebagaimana d imaksud da lam 

pasal 28 h u r u f b, dengan cara: 
a. Penataan regulasi penanaman modal yang aspiratif ; dan 
b. Peningkatankoordinasi kelembagaan u n t u k memfasil itasi penanaman 

modal oleh swasta m a u p u n masyarakat. 
(3| Peningkatan peran sektor swasta dan masyarakat sebagaimana 

d imaksud da lam pasal 28 b u r u f c, dengan cara: 
a. Mengembangkan sistem informasi pe luang investasi d i daerah; 
b. Mengembangkan promosi investasi d i b idang pariwisata; dan 
c. Mengembangkan d u k u n g a n kelembagaan bagi penyediaan modal 

u n t u k investasi d i b idang pariwisata oleh masyarakat daerab. 

BAB IV 

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA 

Pasal 30 

Arab pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten adalab sesuai dengan 
mis i pengembangan pariwisata sebagaimana d imaksud Pasal 6 h u r u f b. 



Pasal 31 

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten mel iput i : 
a. Pengembangan posisi kabupaten sebagai destinasi pariwisata dengan 

mel ihat pada karakter p roduk dan profi l wisatawan; 
b. Pengembangan mater i promosi pariwisata; 
c. Pengembangan pusat informasi pariwisata; dan 
d. Perluasan ja r ingan promosi 

Pasal 32 

(1) Pengembangan posisi sebagaimana d imaksud dalam pasal 31 h u r u f a, 
dengan cara menciptakan slogan u n t u k pariwisata kabupaten. 

(2) Pengembangan mater i promosi sebagaimana d imaksud Pasal 31 h u r u f 
b, dengan cara: 
a. Reformulasi format dan mater i alat-alat promosi pariwisata; dan 
b. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikas i u n t u k alat 

promosi. 
(3) Pengembangan pusat informasi par iwisata sebagaimana d imaksud pasal 

31 h u r u f c, dengan cara mengembangkan pusat informasi pariwisata d i 
lokasi yang strategis yang mudab di jangkau dan berada pada rangkaian 
j a l u r pergerakan wisatawan. 

(4) Perluasan ja r ingan promosi sebagaimana d imaksud pasal 31 b u r u f d, 
dengan cara: 
a. Me lakukan kerjasama promosi dengan daerab tu juan wisata d i 

sekitar kabupaten; dan 
b. Me lakukan kerjasama pengembangan sistem informasi wisata 

dengan daerab la in yang menjadi p i n t u masuk wisatawan d i sekitar 
kabupaten 

BAB V 

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA 

Pasal 33 
Arab pembangunan indus t r i par iwisata kabupaten adalab sesuai dengan 
mis i pengembangan pariwisata sebagaimana d imaksud pasal 6 b u r u f c. 

Pasal 34 

Strategi pembangunan indus t r i pariwisata kabupaten me l iput i : 
a. Peningkatan kual i tas dan keragaman produk-produk usaba pariwisata; 

dan 
b. Penguatan kemit raan usaba pariwisata. 

Pasal 35 

(1) Peningkatan kual i tas dan keragaman produk-produk usaba pariwisata 
sebagaimana d imaksud pasal 34 b u r u f a, dengan cara: 
a. Peningkatan daya saing usaba pariwisata; dan 
b. Menciptakan i k l i m usaba yang kondus i f melalui kemudahan dan 

kepast ian periz inan. 



(2) Penguatan kemit raan usaha par iwisata sebagaimana d imaksud pasal 34 
b u r u f b,dengan cara: 
a. Pengembangan kerjasama indus t r i l in tas sektor; dan 
b. Pengembangan sistem kerjasama usaba skala besar dengan usaba 

menengah, kecil dan mikro . 

BAB V I 
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA 

Pasal 36 

Arah pembangunan kelembagaan pariwisata kabupaten adalab sesuai 
dengan mis i pengembangan pariwisata sebagaimana d imaksud pasal 6 
b u r u f d. 

Pasal 3 7 

Strategi pembangunan kelembagaan pariwisata kabupaten mel iput i : 
a. Penguatan kelembagaan di pemer intah kabupaten ; 
b. Penguatan kelembagaan di masyarakat; 
c. Kerjasama kelembagaan; 
d. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia ; 
e. Program pemagangan; dan 
f. Pelaksanaan konsep tata kelola yang baik. 

Pasal 38 

(1) Penguatan kelembagaan d i pemerintah kabupaten sebagaimana 
d imaksud pasal 37 b u r u f a, dengan cara: 
a. Melengkapi s t r u k t u r organisasi dan d iperkuat dengan staf yang 

relevan; 
b. Me lakukan koordinasi kelembagaan d i Pemerintah, swasta, dan 

masyarakat. 
(2) Penguatan kelembagaan d i masyarakat sebagaimana d imaksud pasal 37 

b u r u f b, dengan cara pembentukan kelembagaan d i masyarakat sekitar 
daya ta r ik wisata. 

(3) Kerjasama kelembagaan sebagaimana d imaksud Pasal 37 h u r u f c, 
dengan cara: 
a. Mengembangkan percontohan model kerjasama; dan 
b. Mengembangkan mekanisme koordinasi yang efektif antar organisasi 

perangkat daerab. 
(4) Peningkatan kapasitas sumberdaya manus ia sebagaimana d imaksud 

Pasal 37 b u r u f d, dengan cara: 
a. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manus ia pengambil kebi jakan 

di pemerintah kabupaten; 
b. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manus ia pelaku usaha 

pariwisata; dan 
c. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manus ia masyarakat d i sekitar 

DTW. 
(5) Program pemagangan sebagaimana d imaksud pasal 37 h u r u f e, dengan 

cara member ikan kesempatan bagi sumberdaya manus ia di 
pemer intahan, pelaku usaba, m a u p u n masyarakat d i b idang yang 
relevan. 

(6) Pelaksanaan konsep tata kelola yang baik sebagaimana d imaksud pasal 
37 b u r u f f, dengan cara mengapl ikasikan pr ins ip tata kelola yang baik 
da lam pengelolaan DTW. 



BAB VI I 
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

Pasal 39 

(1) ind ikas i program Pembangunan Kepariwisataan Daerab d i laksanakan 
sesuai dengan tabapan Rencana Pembangunan Jangka Menengab 
Daerab. 

(2) Dalam pelaksanaan indikas i program pembangunan kepariwisataan 
kabupaten sebagaimana d imaksud pada ayat (1), penanggungjawab 
d i d u k u n g oleb Perangkat Daerab terkai t la innya dan Pemerintah 
Kabupaten, dun i a usaba dan masyarakat. 

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan ind ikas i program pembangunan 
Kepariwisataan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ia tur dengan 
Peraturan Bupat i . 

BAB V I I I 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 40 
(1) Pemerintah Daerab me lakukan pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan Ripparkab, 
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l akukan dengan cara: 
a. Koordinasi l intas sektor; dan 
b. Pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalaban di bidang 

kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran 
pariwisata, i ndus t r i pariwisata, kelembagaan dan sumber daya 
manusia . 

Pasal 41 

(1) Dokumen Ripparkab secara detai l sebagaimana te rcantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian t idak terp isabkan dengan Peraturan 
Daerab i n i . 

(2) Dokumen Ripparkab sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terd i r i dar i : 
a. Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pacitan Tabun 

2016-2025; 
b. Tabapan Pengembangan; 
c. Peta; 
d. Arab Kebijakan Destinasi Pariwisata; 
e. Arab Kebijakan Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 
f. Arab Kebijakan Pengembangan Indus t r i Pariwisata; dan 
g. Arah Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan 



BAB DC 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 42 

Peraturan Daerah in i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetabuinya, memer in tabkan pengundangan Peraturan 
Daerab in i dengan penempatannya da lam Lembaran Daerab Kabupaten 
Pacitan. 

Di te tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 30 - 12 - 2016 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 30 Desember 2016 

S E K R E T A R I S DAERAH 

Drs. SUKO WIYONO, MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 195910171985031015 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 12 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA 
TIMUR NOMOR 475 -12/2016 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 12 TAHUN 2016 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 -2025 

I. UMUM 
Kepariwisataan merupakan sektor unggulan dalam pembangunan 
daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi dan ekonomi kreat i f 
kawasan perkotaan dan pedesaan. Kepariwisataan merupakan salab satu 
sumber pendapatan daerab. Selain i t u , kepariwisataan daerab juga 
menjadi salab satu daya saing dan keunggulan dar i daerab sebingga 
pariwisata d i Kabupaten Pacitan menjadi salab satu daya saing 
perekonomian daerab. 
Kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang memi l ik i fungsi strategis 
dan bersifat mul t id imens iona l serta mel ibatkan se luruh aspek keh idupan 
masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi sebagai 
penggerak se luruh potensi yang d i m i l i k i daerab dan menjadi pemicu 
pengembangan kegiatan la in yang memer lukan penanganan secara 
terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan 
d i Kabupate Pacitan, Provinsi Jawa T imur , pengawasan, pembinaan, 
periz inan dan pengembangan pariwisata daerab menjadi wewenang 
kabupaten. 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten merupakan 
pedoman u tama pembangunan kepariwisataan Kabupaten. Guna 
member ikan arah pada pembentukan dan pelaksanaan regulasi, 
kebi jakan, program, kegiatan dan pendanaan kepariwisataan kabupaten 
u n t u k j angka wak tu 10 (sepuluh) t a b u n . Rencana i nduk tersebut 
mencakup aspek pembangunan destinasi wisata, pembangunan indus t r i 
pariwisata, pembangunan pemasaran dan promosi wisata dan 
pembangunan kelembagaan pariwisata d i Kabupaten Pacitan sesuai 
dengan arah dan kebi jakan pembangunan kepariwisataan nasional dan 
provinsi . 

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang member ikan kewenangan 
kepada daerab kabu paten di b idang kepariwisataan, k h u su sny a 
pembinaan dan pengaturan kegiatan usaba pariwisata, promosi 
pariwisata kabupaten dan kegiatan kepariwisataan la innya, maka u n t u k 
member ikan landasan b u k u m bagi kepastian usaba pariwisata, promosi 
pariwisata kabupaten d iper lukan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Kabupaten dengan Peraturan Daerab Kabupaten Pacitan. 

I I . PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

C u k u p jelas. 
Pasal 2 

C u k u p jelas. 



Pasal 3 
H u r u f a 

Yang d imaksud dengan "Pembangunan Destinasi Wisata" 
adalah upaya terpadu dan sistematik se luruh komponen 
Destinasi Pariwisata dalam rangka menc iptakan, 
meningkatkan kual i tas p roduk dan pelayanan kepariwisataan 
serta kemudahan pergerakan wisatawan d i destinasi 
pariwisata. 

H u r u f b 
Yang d imaksud dengan "Pembangunan Pemasaran 
Pariwisata" adalab upaya terpadu dan sistematik da lam 
rangka menciptakan, mengkomunikas ikan , menyampaikan 
p roduk wisata da lam mengelola relasi dengan wisatawan 
u n t u k mengembangkan kepariwisataan se luruh pemangku 
kepentingan pariwisata d i daerab. 

H u r u f c 
Yang d imaksud dengan "Pembangunan Indus t r i Pariwisata" 
adalab upaya terpadu dan sistematik dalam rangka 
mendorong penguatan s t r u k t u r i ndus t r i pariwisata, 
peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan 
kemit raan usaha pariwisata, penciptaan kredibi l i tas bisnis 
pariwisata dan pengembangan tanggung jawab terhadap 
l ingkungan.asas adi l dan merata" adalab bahwa setiap warga 
masyarakat berbak i k u t serta da lam pelaksanaan kegiatan 
pariwisata. 

H u r u f d 
Yang d imaksu d dengan " Pembangunan Kelembagaan 
Pariwisata" adalab upaya terpadu dan sistematik dalam 
rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, 
pengembangan sumberdaya manus ia pariwisata u n t u k 
mendukung dan meningkatkan kual i tas pengelolaan dan 
penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan d i destinasi 
pariwisata. 

Pasal 4 
C u k u p jelas. 

Pasal 5 
C u k u p jelas. 

Pasal 6 
C u k u p jelas. 

Pasal 7 
C u k u p jelas. 

Pasal8 
C u k u p jelas. 

Pasal 9 
C u k u p jelas. 

Pasal 10 
Komponen pembangunan kepariwisataan adalab u n s u r - u n s u r yang 
menjadi bagian dari destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, 
i ndus t r i par iwisata dan kelembagaan kepariwisataan. 

Termasuk da lam u n s u r - u n s u r tersebut diatas adalab para 
pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan ya i tu : 
masyarakat, pelaku usaba, dan Pemerintah sampai dengan 
desa / ke lurahan. 



Pasal 11 
C u k u p jelas. 

Pasal 12 
C u k u p jelas. 

Pasal 13 
C u k u p jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
C u k u p jelas 

Pasal 16 
C u k u p jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
C u k u p jelas. 

Pasal 20 
C u k u p jelas. 

Pasal 21 
C u k u p jelas. 

Pasal 22 
C u k u p jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
C u k u p jelas. 

Pasal 26 
C u k u p jelas. 

Pasal 27 
C u k u p jelas. 

Pasal 28 
C u k u p jelas. 

Pasal 29 
C u k u p jelas. 

Pasal 30 
C u k u p jelas. 

Pasal 31 
C u k u p jelas. 

Pasal 32 
C u k u p jelas. 

Pasal 33 
C u k u p jelas. 

Pasal 34 
C u k u p jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
C u k u p jelas. 



Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
C u k u p jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
C u k u p jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
C u k u p jelas 



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR : 12 TAHUN 2016 
TANGGAL ; 30 - 12 - 2016 

A. SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABXH^ATEN PACITAN 
TAHUN 2016 -2025 

No Indikator 
Kondis i 

S/D Tahun 
2015 

Target Pencapaian 

No Indikator 
Kondis i 

S/D Tahun 
2015 

Tahap I 
2016 - 2020 

Tahap II 
2021 - 2025 

1. Produk Domestik Regional 
Bru to (PDRB) sektor 

2 ,004% 2,505% 3,006% 

2. Pengelolaan destinasi 
wisata 

2 5 % 6qoA oo /o / o /O 

3. Pengembangan museum 
dan geosite 

4 2 % 7 5 % 8 6 % 

4. Penyelenggaraan event, 
festival seni dan budaya 

6 9 % yz /o 

5. J u m l a b kun jungan wisata 1.556.950 2.650.000 4.520.000 

a. Wisatawan Mancanegara 1.448 

2.650.000 

3.578 

4.516.422 b. Wisatawan Nusantara 1.555.502 2.647.701 

3.578 

4.516.422 

6. Retr ibusi PAD sektor 
Pariwisata 

6.819.664.800 16.681.900.000 20.268.000.000 

7. Tenaga kerja Sektor 
Pariwisata 

3 ,07% 3,97% 4,60% 

8. J u m l a b Per tumbuhan 
akomodasi Pariwisata 

2 ,83% 3 ,70% 4,57% 

9. J u m l a b Penginapan 
a. Hotel 20 H t l / ^ 

400 Km 
24 H t l / 
440 Km 

27 H t l / 
500 Km 

65 Hs/ 
450 Km 

9. 

b. Homestay 52 Hs/ ^ 
364 Km 

60 Hsl/ 
400 Km 

27 H t l / 
500 Km 

65 Hs/ 
450 Km 



B. TAHAPAN PENGEMBANGAN 

No Tahapan Komponen 
Pengembangan Uraian 

1 Tahap I 
2016 -
2020 

Dest inasi Pengembangan daya ta r ik wisata potensial 
Qfbft £fpi i HP V P tp ri k wi <ip tp hp n i 11 n t i i k 
men ingkatkan daya saing dan akselerasi 
perkembangan pariwisata Kabupaten 
Pppitpn 

1 Tahap I 
2016 -
2020 

Dest inasi 

Pengembangan j a lu r - j a lu r wisata l intas 
DPK, l intas kabupaten m a u p u n l intas 
nrovi n si H pn P P n m en i P 1 i n keri P S P m P 
intensi f dengan kabupaten tetangga 
m a u p u n provinsi . 

1 Tahap I 
2016 -
2020 

Dest inasi 

Penyediaan prasarana u m u m yang 
m em p d p i hp pi npn ppm hp n P P n np ri wi RP tP ri i 
1 1 . 1 ^ 1 1 . 1 C ^ V X C L X . X KjnJLC^X f - ' ^ ^ ' •^ ^ *J%-X.X lfLXA.± X IXtJXX 1 VV ± L > U . \-XJL \-XX 

masing-masing kawasan wisata. 

1 Tahap I 
2016 -
2020 

Dest inasi 

Penyediaan fasilitas u m u m yang memadai 
bapi wisatawan dan masvarakat nada 
• v f ^ X f ^ X T T X ̂ JV^X l_^.X VT f-.XX X \-X L L X X X X XX.XVJ y tX. X XXX. L L^ X i X X X XX. 

u m u m n y a . 

1 Tahap I 
2016 -
2020 

Dest inasi 

Pengembangan sarana transportas i yang 
nvaman ke dan dar i dava tar ik wisata 
1 • Y XX I • 1 XX. 1 • I X VX X-X I 1 XX X X • 1 XX X X T X X VX-X t u x WW t VXXX X-XX 

u n t u k meningkatkan j u m l a h kun jungan 
wisatawan ke daya ta r ik wisata. 

1 Tahap I 
2016 -
2020 

Dest inasi 

Ppnpptnbpnppn fasil itps wisptp di destinasi 
wisata u n t u k meningkatkan kenyamanan 
dan kepuasan wisatawan di DTW. 

1 Tahap I 
2016 -
2020 

Dest inasi 

Pengembangan dan penguatan kapasitas 
masyarakat sebagai t u a n rumab d i 
Hpstinpsi wisatj5 

1 Tahap I 
2016 -
2020 

Dest inasi 

Penyusunan Kajian Pengembangan DPK 
sesuai araban pengembangan yang telab 
d i te tapkan. 

1 Tahap I 
2016 -
2020 

Dest inasi 

Penyusunan Rencana Detail Pembangunan 
Daya Tar ik Wisata atau Rencana Tata 
Bangunan dan L ingkungan Daya Tar ik 
Wisata t e rutama pada DTW yang menjadi 
pr ior i tas. 

1 Tahap I 
2016 -
2020 

Dest inasi 

Pengelolaan serta penguatan t indakan 
pelestarian sumber daya wisata dan 
l ingkungan d i daya tar ik wisata. 

file:///-XJL


' Pemasaran Pengembangan model pemasaran 
kepariwisataan guna memperluas pasar, 
baik wisatawan nusantara atau wisatawan 
mancanegara 

' Pemasaran 

Pengembangan strategi dan mater i serta 
konten promosi yang t e rk in i , komprebensi f 
dalam Babasa Indonesia dan babasa asing 
la innya. 

' Pemasaran 

Pengembangan media promosi yang 
d ipergunakan, baik secara e lektronik (IT) 
a t aupun non e lektronik. 

' Pemasaran 

Pengembangan ci tra kepariwisataan 
Pacitan sebagai destinasi wisata yang u n i k , 
aman, nyaman. 

Industr i Pengembangan fasil itasi, regulasi, insent i f 
dan dis insent i f u n t u k pengembangan 
usaba pariwisata. 

Industr i 

Pengembangan kemi t raan antar para 
pelaku i ndus t r i wisata da lam rangka 
menunjang destinasi Pacitan. 

Industr i 

Pengembangan prosedur dan mekanisme 
tanggung jawab sosial i ndus t r i wisata bagi 
penguatan kapasitas dan l ingkungan 
masyarakat d i sekitar daya ta r ik wisata. 

Industr i 

Pengembangan standarisasi dan sertif ikasi 
Sumber Daya Manusia dan indus t r i d i 
b idang usaba jasa pariwisata 
mengantisipasi pelaksanaan Masyarakat 
Ekonomi ASEAN 2015. 

Kelembagaan Peningkatan koordinasi l intas Perangkat 
Daerab da lam menyusun dan 
melaksanakan program terkai t dengan 
pengembangan pariwisata di Kabupaten 
Pacitan. 

Kelembagaan 

Penguatan kompetensi sumberdaya 
manus ia di pemer intahan agar responsif 
terbadap fenomena dan perubaban-
perubaban yang dapat mempengarubi 
pembangunan kepariwisataan d i 
Kabupaten Pacitan. 

Kelembagaan 

Pengembangan Badan FTomosi Panwisata 
Daerab Kabupaten Pacitan u n t u k 
me lakukan promosi destinasi secara 
opt imal . 

Kelembagaan 

Pengembangan dan penguatan Kelompok 
Sadar Wisata (Pokdarwis) d i Kabupaten 
Pacitan. 

Kelembagaan 

Pengembangan kompetensi sumber daya 
manus ia terkai t dengan kapasitas dan 
ketrampi lan pada beberapa asosiasi: 
H impunan Pramuwisata, ASITA, PHRI, 
Saka Pariwisata (Pramuka), Polisi 
Pariwisata. 



2 Tahap I I 
2021 -
2025 

Destinasi Terwujudnya Pacitan sebagai destinasi 
unggulan d i Jawa T imur yang aman, 
nyaman, dan menar ik serta m u d a h 
di jangkau d i tun jang dengan l ingkungan 
yang terjaga sebingga mampu 
meningkatkan PAD dan kesejahteraan 
masyarakat. 

Pemasaran Terwujudnya pemasaran yang smergis, 
unggul dan bertanggungjawab u n t u k 
meningkatkan kun jungan dan lama tinggal 
wisatawan. 

Industr i Terwujudnya i ndus t r i pariwisata yang 
berdaya saing, kredibel , mampu 
menggerakkan kemitraan usaha, dan 
bertanggung jawab atas kelestarian dan 
keseimbangan l ingkungan alam dan sosial 
dan budaya 

Kelembagaan Terwujudnya organisasi kepariwisataan 
level pemer intah dan masyarakat 
(komunitas) , regulasi dan mekanisme 
operasional yang efektif dan efisien guna 
mendorong kepariwisataan berkelanjutan. 



m 
D.ARAH K E B I J A K A N : PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA 
Arah kebi jakan sesuai dengan mis i l y a i t u destinasi par iw isata yang nyaman bagi wisatawan, berwawasan l ingkungan dan berke lan jutan 
serta men ingkatkan pendapatan daerah dan masyarakat kabupaten Pacitan, d i jabarkan da lam strategi , rencana, dan araban program aks i 
sebagai be r ikut : 

S T R A T E G I RENCANA 

Pen gembangan 
sistem 
keruangan 
wisata terpadu 
mela lui 
pembentukan 
Wilayah 
Pengembangan 
Kepari wi sataan 
dengan tema-
tema khusus . 

Pengembangan 
Kawasan 
Pariwisata 
sesuai dengan 
DPK, y a i t u 
1. DPK A Wisata 

Geopark 
2. DPK B Mass 

Tour i sm 
3. DPK C Wisata 

dan M ina t 
4. DPK D 

Agrowisata 

ARAHAN PROGRAM 
A K S I 

Penyu su nan araban 
teknis pengembangan 
tiap DPK me l ipu t i : 
1. Cakupan DTW 
2. Tema Pengembangan 
3. Skala Prioritas 
4. Pengembangan 

atraks i 
5. Pengembangan 

Fasil itas Wisata 
(Amenitas) 

6. Aksesibi l i tas 
7. Manajemen Tata 

Ruang 
Sosialisasi a rahan 
pengembangan t iap 
DPK kepada d inas 
dinas terka i t , legislator, 
investor (pelaku bisnis) 
dan masvarakat . 

TAHAPAN 
PELAKSANAAN 

P J M J 
1 2 3 4 
4 5 6 7 

i 
I 
I 

8 

P J M 
II 

UNSUR DAN 
P E R A N G K A T 

T E R K A I T 

10 
Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan bidang 
kepar iwisataan, 
tata ruang , dan 
perencanaan. 

T A R G E T 

11 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan bidang 
kepar iwisataan, 
tata ruang , 
perencanaan. dan 
b u b u n g a n 
masyarakat . 

Tersusunnya 
Kawasan 
Pen gem ban gan 
Pariwisata 
Kabupaten Pacitan 
beserta a raban 
pengembangannya. 

Tersosialisasinya 
(diketabuinya) DPK 
Kabupaten Pacitan 
oleb p ibak-p ibak 
terkait sebagai 
pedoman u n t u k 
pengembangan tata 
ruang pariwisata. 



S T R A T E G I RENCANA ARAHAN PROGRAM 
AKS I 

TAHAPAN 
PELAKSANAAN UNSUR DAN 

PER ANG K AT 
T E R K A I T 

T A R G E T 

10 11 

Pengembangan 
fasilitas 
layanan wisata 
terpadu da lam 
rangka 
pembentukan 
s impu l - s impu l 
pusat 

Pengembangan 
kua l i t as kor idor 
s i rku las i 
i n t e m a l yang 
mengbubungkan 
an ta r pusat-
pusa t pelayanan 
pada masing-
mas ing DPK. 

Ident i f ikasi s istem 
t ranspor tas i saat i n i 
u n t u k mengetabui 
masalab, kendala dan 
bamba tan serta 
pr ior i tas program 
pengembangannya. 

Opt imal isas i 
gerbang u tama 
u n t u k menjar ing 
wisatawan dar i 
luar Pacitan, 
u tamanya 
opt imal isasi 
gerbang 
Donorojo, 
Nawangan dan 
Ngadirojo. 
Pengembangan 
pusat -pusat 
pelayanan pada 
t iap zona 
pengembangan. 

Pembentukan dan 
operasionalisasi Pu sat 
In formasi Pariwisata 
(Tourism In format ion 
Center) d i p i n t u masuk 
Donorojo, Nawangan 
dan Ngadirojo. 

Penetapan pusat-pusat 
pelayanan pada t iap 
DPK 

Perangkat Daerah 
yang menangani 
u rusan bidang 
kepar iwisataan, 
tata ruang , 
perencanaan, dan 
investasi. 

Ter ident i f ikas inya 
permasalaban 
da lam sistem 
t ran sportasi serta 
t e r susunnya 
agenda perba ikan 
dan penambaban 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u r u s a n b idang 
kepar iwisataan, 
ta ta ruang , 
perencanaan, 
pe rbubungan , 
in formasi dan 
te l ekomunikas i . 

Penyediaan fasil itas 
u m u m yang memadai 
pada kota-kota yang 
menjadi pusat 
pelayanan d i masing-

Perangkat Daerah 
yang menangani 
u rusan bidang 
kepar iwisataan, 
perencanan, 
pembangunan 
fisik, swasta dan 
masyarakat 

Tersedianya pusat 
in formasi 
par iwisata 
Kabupaten Pacitan. 

Tersedianya 
\ fasil itas u m u m 
\ yang m e n c u k u p i 
' sesuai dengan 

standar 
kesejahteraan 
masyarakat d i 
da lam rencana tata 



S T R A T E G I RENCANA ARAHAN PROGRAM 
A K S I 

TAHAPAN 
PELAKSANAAN UNSUR DAN 

PERANGKAT 
T E R K A I T 

T A R G E T 

5 6 7 8 10 11 
pelayanan 
skala regional 
dan lokal 

mas ing DPK. 
Kota-kota regional i n i 
merupakan s impu l 
pusat pelayanan baik 
skala regional m a u p u n 
lokal . Fasil itas m i n i m a l 
yang per lu d isediakan 
adalab: 
1. Fasil itas akomodasi 
2. Fasil i tas perdagangan 
3. Fasil itas per ibadatan 
4. Fasil itas sosial 

budaya 
5. Fasil itas kesebatan 

ruang Kabupaten 
Pacitan. 

Pengembangan 
p roduk 
kepariwisataan 
Kabupaten 
Pacitan melalui 
strategi 
pengembangan 
temat ik 
kepariwisataan 
terpadu dalam 
satu kesatuan 
wi layah 
pengembangan 
kepar iwisataan. 

Rencana 
Pengembangan 
Temat ik Produk 
Wisata Terpadu 

Pengembangan temat ik 
p roduk wisata da lam 
setiap DPK ya i tu : 
1. Pengembangan 

Prod u k Pan w i sata 
Berbasis Wisata A lam 
Goa (Karst) dan 
Pantai serta 
d i d u k u n g oleh Basis 
Wisata Lainnya 
da lam Satu Kesatuan 
Tema Pengembangan 
Wisata "Marine and 
Nature Eco-Karst 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
urusan b idang 
kepar iwisataan, 
Pengelola Daya 
Tar ik Wisata, 
Kelompok Sadar 
Wisata 
(Pokdarwis), 
Masyarakat l oka l , 
Asosisasi 
Peru sab aan 
Perjalanan Wisata 
Indonesia (ASITA), 

Berkembangnya 
produk wisata 
disetiap DPK 
sesuai dengan 
tema-tema yang 
d i te tapkan. 



S T R A T E G I RENCANA ARAHAN PROGRAM 
A K S I 

TAHAPAN 
PELAKSANAAN UNSUR DAN 

PERANGKAT 
T E R K A I T 

T A R G E T 

10 11 
T o u r i s m " merupakan 
perpad u an an tara 
DPK Wisata Geopark 

dan 
Perjalanan 
Wisata. 

Biro 

2. Pengembangan 
Produk Pariwisata 
Berbasis Wisata A lam 
Bahar i , Wisata Kota 
dan Wisata Budaya 
da lam Satu Kesatuan 
Tema Pengembangan 
Wisata "Mar ine , 
Cu l tu re and Urban 
Tour i sm" merupakan 
perpaduan antara 
DPK mass t ou r i sm 

3. Pengembangan 
Produk Pariwisata 
Berbasis Wisata A lam 
(Pantai, Goa dan 
Gunung ) serta Wisata 
Budaya dalam Satu 
Kesatuan Tema 
Pengembangan 
Wisata "Mar ine , 
Nature and C u l t u r a l 
Tour i sm merupakan 
perpaduan antara 
DPK Wisata Budaya 



S T R A T E G I RENCANA ARAHAN PROGRAM 
A K S I 

TAHAPAN 
PELAKSANAAN 

P J M I 
1 2 3 4 5 

UNSUR DAN 
PERANGKAT 

T E R K A I T 
T A R G E T 

4 5 6 10 11 
d a n Minat . 

4. Pengembangan 
Produk Pariwisata 
Berbasis Wisata 
Bua tan dan Wisata 
Budaya/Sejarah 
da lam Satu Kesatuan 
Tema Pengembangan 
Wisata "Man Made 
and Pilgrimade 
Histor ica l Tour i sm" 
dan wisata budaya 
pedesaan vu lkan 
sebagai p roduk d i 
DPK Agrowisata . 

Pengembangan 
p roduk 
kepariwisataan 
mengacu pada 
pendekatan 
kor idor wisata 
terpadu l intas 
batas wilayah. 

Pengembangan 
ja r ing - j a r ing 
k u n j u n g a n 
wisatawan 
me la lu i 
kerjasama 
pengembangan 
p roduk wisata 
t e rpadu. 

1. Pengembangan j a l u r 
paket wisata l intas 
batas wi layah. 

Perangkat Daerah 
yang menangani 
u rusan b idang 
kepar iwisataan, 
perencanaan, 
kerjasama dan 
perbatasan; 
Pemerintah 
Kabupaten 
Pacitan; 

Berkembangnya 
j a l u r paket wisata 
l in tas batas 
wi layah yang 
be r tu juan agar 
Pacitan menjadi 
salab satu 
destinasi wisata 
yang t e rmasuk 
da lam j a l u r u tama 
k u n j u n g a n 
wisatawan. 
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2. Sosialisasi j a l u r 
paket wisata l in tas 
batas wi layab pada 
p ibak terkai t m u l a i 
dar i ins tans i 
pemer intab, Biro 
Perjalanan Wisata, 
wisatawan sampai 
masyarakat sekitar 
DTW serta 
pengembangan 
kerjasama yang akan 
d i laksanakan. 

4 5 7 8 10 11 
Perangkat Daerab 
yang menangani 
u r u s a n bidang 
kepar iwisataan, 
perencanaan, 
kerjasama dan 
perbatasan serta 
b u b u n g a n 
masyarakat . 

3. Pelaksanaan rencana 
j a l u r paket wisata 
l in tas batas wi layah. 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan bidang 
kepar iwisataan, 
ker jasama dan 

1. Tersosial isasikan 
nya j a l u r paket 
wisata l intas 
batas wi layab 
pada p ibak-p ibak 
terkai t . 

2. Adanya 
kom i tmen antar 
p ibak da lam 
pengembangan 
j a l u r paket 
wisata l intas 
batas wi layab. 

3. D i laksanakannya 
j a l u r paket 
wisata l intas 
batas wi layab. 

4. Men ingkatnya 
k u n j u n g a n 
wisatawan ke 
Kabupaten 
Pacitan. 

Terj ua lnya a tau 
h i d u p n y a paket 
wisata l intas batas 
wi layah yang telah 
d ikembangkan d i 
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perbatasan; Biro 
Perjalanan 
Wisata/Pelaku 
Usaba Jasa 
Pariwisata. 

Kerjasama 
pengembangan 
j a l u r dan kor idor 
wisata terpadu 
l in tas regional, 
mencakup; 
pengembangan 
fasi l i tas 
akomodasi 86 
penun jang 
wisata, s impu l -
s impu l t rans i t 
serta 
i n f r a s t r u k t u r d i 
sepanjang j a l u r 
dan kor idor 
u t a m a wisata. 

Membangun kerjasama 
dengan daerab lain 
ya i tu prov ins i m a u p u n 
kabupaten / ko ta d i 
sekitar Pacitan serta 
daerab-daerah yang 
menjadi gerbang masuk 
wisatawan 
mancanegara seperti 
Surabaya, Bali , 
Yogyakarta dan Jakar ta 
da lam pengembangan 
kor idor wisata yang 
te rmasuk d ida lamnya 
adalab Kabupaten 
Pacitan. 

Pemerintah 
Kabupaten 
Pacitan; 
Pemerintah 
Provinsi J a t i m ; 
Pemerintab 
Provinsi Jateng; 
Pemerintab DIY; 
beserta 
pemer intab 
kabupaten 
a t a u p u n kota 
yang terka i t . 

Pacitan dan 
kabupaten-
kabupaten la in 
d i sek i tamya . 

Adanya kerjasama 
dengan daerab la in 
ya i tu prov ins i 
m a u p u n 
kabupaten/kota d i 
sekitar Pacitan 
da lam 
pengembangan 
j a l u r dan kor idor 
wisata terpadu 
l in tas regional. 
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Pengembangan 
fasilitas u m u m 
dan fasilitas 
wisata u n t u k 
skala pusat 
pelayanan dan 
DTW. 

Pengembangan 
fasil itas Layanan 
Kepariwisataan 

1. Mengidenti f ikasi 
k ebu tuhan fasi l i tas 
layanan wisata pada 
masing-masing DTW 
sesuai arah 
pembangunan yang 
ada dalam DPK dan 
KSPK. 

2. Membuat pedoman 
perencanaan DTW 
yang dapat 
d igunakan sebagai 
pedoman 
pembangunan 
termasuk 
d ida lamnya 
pembangunan 
fasil itas layanan. 

Pemerintab 
Kabupaten 
Pacitan mela lu i 
Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan bidang 
penyediaan 
fasil itas u m u m 
dan fasilitas 
par iwisata. 

Tersedianya 
fasil itas u m u m dan 
fasil itas wisata 
u n t u k menun jang 
layanan 
kepar iwisataan 
yang memadai bagi 
w isatawan d i DTW 
dan pusat -pusat 
pelayanan yang 
te lah d i t e tapkan. 
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Pengembangan 
sistem dan 
j a r ingan 
aksesibil i tas 
yang bandal 
antar wilayab 

Penyempumaan 
poros antar zona 
u n t u k 
men ingka tkan 
kemudaban 
pencapaian dan 
biaya per ja lanan 
yang rendab 

1. Pelaksanaan 
Rencana 
Pembangunan dan 
Peningkatan Ja lan 
sesuai dengan 
araban da lam 
Rencana Tata Ruang 
Wilayab Kabupaten 
Pacitan 

2. Pembuatan papan 
pe tun juk menu ju 
DTW di sepanjang 
kor idor u t a m a 
pengbubung antar 
zona 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan b idang 
perencanaan dan 
pembangunan 
j a l an , serta 
pe rbubungan . 

1. Men ingkatnya 
kua l i tas j a l a n 
man tap 

Sebingga: 
- Mob i l i tas 

p e n d u d u d u k 
m a k i n l ancar 

- S i r k u l a s i d a n 
d i s t r i b u s i 
ba rang d a n 
jasa s e m a k i n 
lancar 
( t e rmasuk 
wisatawan) . 

- Perekonomian 
p e n d u d u k 
m a k i n lancar . 

2. Men ingka tnya 
kapas i tas j a l a n 
man tap 

Perangkat Daerab 
yang menangan i 
u rusan b idang 
pe rbubungan . 

Tersedianya papan 
pe tun juk m e n u j u 
DTW yang 
in format i f dan 
jelas. 
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Peningkatan 
kua l i t as 
pelayanan moda 
angku tan 
perjalanan 

Peningkatan 
kenyamanan 
perjalanan 
wisata 

1. Peningkatan kua l i t a s 
dan kenyamanan 
angku tan darat 
khususnya pada 
j a lur/poros an ta r 
zona serta 
pembuatan rute 
angku tan ba ru . 

2. Peningkatan kua l i t a s 
dan kenyamanan 
angku tan darat serta 
penambaban moda 
t ransportas i ba ru . 

1. Pengembangan 
Fasil itas Gerbang 
Wisata d i lokasi 
strategis d i 
Kabupaten Pacitan 
(Donorojo, 
Nawangan dan 
Ngadirojo). 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan bidang 
perencanaan dan 
pe rbubungan . 

Meningkatnya 
kua l i t as dan 
kenyamanan 
angku tan darat 
me l ipu t i : j u m l a b , 
usia, kondis i fisik, 
dan fasil itas moda 
angku tan darat 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u r u s a n bidang 
perencanaan, 
pe rbubungan dan 
pembangunan 
fisik fasilitas 
par iwisata. 

Adanya gerbang 
wisata yang t idak 
banya sebagai 
p i n t u masuk 
kabupaten n a m u n 
j u g a menyediakan 
berbagi in formasi 
d a n k e b u t u h a n 
da lam perja lanan 
wisata. 
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3. Pengembangan dan 

Peningkatan kua l i tas 
f isik fasi l i tas transfer 
inter moda/termina l -
t e rm ina l angkutan 
darat . 

Men ingkatnya 
kua l i t as fisik 
me l iput i : kapasitas, 
kebers ihan, 
keamanan, dan 
sebagainya. 

Pengembangan Penyediaan 
prasarana 
u m u m 
kawasan 
wisata 

d i 
prasarana 
u m u m d i 
kawasan wisata 
u n t u k 
k emudahan dan 
kenyamanan 
wisatawan 

1. Pengadaan air bersih 
dan k a m a r mand i d i 
DTW. 

Perangkat Daerab 
yang menangani j 
u rusan bidang | 
perencanaan, j 
pembangunan i 
prasarana dan 
fasil itas u m u m . 

2. Pengadaan l i s t r ik 
m e n u j u dan d i DTW. 

PLN 

3. Perencanaan dan 
pengembangan 
sistem dan ja r ingan 
persampaban dan 
pembuangan l imbab 
di DTW. 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u r u s a n bidang 
perencanaan, 
pembangunan 
prasarana 
u m u m . 

Tersedianya 
prasarana u m u m 
kawasan wisata 
yang dapat 
berfungsi dengan 
baik dan 
kapasi tasnya 
sesuai dengan 
k e b u t u h a n . 
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Perencanaan dan 
pengembangan sistem 
dan ja r ingan drainase. 

Pengembangan 
kepariwisataan 
Kabupaten 
Pacitan yang 
berwawasan 
l ingkungan 
melalui sinergi 
pengelolaan 
l ingkungan 
secara terpadu 
dan 
berkes inambun 
gan. 

Penetapan 
peraturan yang 
je las sebagai 
per l indungan 
dan pengelolaan 
l ingkungan 
sebagai dampak 
dar i 
perkembangan 
DTW 

Penetapan b a k u m u t u 
dan daya d u k u n g 
l ingkungan d i 
kawasan / objek wisata 
yang te lah berkembang. 
Penyusunan AMDAL d i 
objek wisata unggu lan . 
Pengelolaan dan 
Pemantauan 
L ingkungan d i 
kawasan/objek wisata 
yang telab berkembang. 
Penetapan daya 
d u k u n g l ingkungan 
(carryng capacity) pada 
setiap DTW yang akan 
d ikembangkan. 
Menggalakkan/membu 
dayakan bersih panta i 
a tau bersih 
kawasan/objek wisata. 

Perangkat Daerah 
yang menangani 
u rusan bidang 
perencanaan, 
pembangunan 
prasarana 
u m u m . 
Perangkat Daerab 
yang menangani 
u r u s a n bidang 
l ingkungan b i d u p 

1. T e r susun -nya 
b a k u m u t u , dan 
daya d u k u n g 
l i n g k u n g a n d i 
set iap 
kawasan/ob jek 
w isa ta yang 
t e l ab/sudab 
be rkembang 

2. Kesadaran 
l i n g k u n g a n 
t e rbadap 
kebe rs ihan d a n 
k e n y a m a n a n 
pada setiap 
kawasan/ob jek 
w isa ta 
( m u n c u l n y a 
budaya bers ih 
p a n t a i , goa, dll) 

3. M in ima l i s a s i 
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Peningkatan 
kompetensi 
da lam 
pengelolaan 
l i ngkungan 

Kampanye dan 
sosialisasi kepada 
masyarakat t entang 
pent ingnya 
penghi jauan pada 
kawasan/objek wisata 
yang rawan longsor. 
Pengir iman staf u n t u k 
meng ikut i pend id ikan 
formal a t a u p u n non 
formal d i b idang 
par iwisata, manajemen, 
dan Amdal / Aud i t 
L ingkungan. 
S tud i t entang t r end 
pengembangan 
par iwisata dan potensi 
dampak yang 
d i t imbu lkannya . 
Penegakan 
konservasi 

h u k u m 
dan 

l ingkungan h i d u p yang 
terkai t dengan 
pembangunan dan 
pengelolaan 
kawasan/DTW. 

11 
k e r u s a k a n 
l i n g k u n g a n pada 
kawasan 
wisata/DTW 

1. Tersedianya A b l i 
amda l , a u d i t 
l i n g k u n g a n d a n 
par iw isa ta 

2. Penegakan 
b u k u m d i 
b idang d a n 
ker jasama y a n g 
baik a n t a r 
s takeholder 
da lam 
pengelolaan 
l i n g k u n g a n 
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Pembinaan b u b u n g a n 
yang sal ing 
m e n g u n t u n g k a n 
dengan pemangku 
kepent ingan kbususnya 
masyarakat sekitar 
da lam pengelolaan 
l i ngkungan 
Evaluas i pelaksanaan 
program dan 
rekomendasi u n t u k 
pe laksanaan program 
j a n g k a ber ikutnya 

Pemberdayaan 
masyarakat 
mela lu i 
kepar iwisataan 

Peningkatan 
kapasitas dan 
peran 
masyarakat 
da lam 
pembangunan 
b idang 
kepariwisataan 

Peningkatan 
keter l ibatan 
masyarakat da lam 
pengembangan 
kepar iwisataan dengan 
menerapkan kon sep 
pen ge m ban gan 
par iwisata berbasis 
masyarakat . 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u r u s a n bidang 
kepar iwisataan 
dan 
pemberdayaan 
masyarakat , 
Pemerintab Desa. 

Men ingkatnya 
keter l ibatan 
masyarakat da lam 
proses 
pengembangan 
daya ta r ik wisata, 
m u l a i da r i 
perencanaan 
sampai dengan 
pengelolaan. 
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Penguatan 
kelembagaan 
masyarakat yang 
ter l ibat da lam 
pengelolaan daya tar ik 
wisata. 

Perangkat Daerah 
yang menangani 
urusan b idang 
ke par i w i sataan 
dan 
pemberdayaan 
masyarakat, 
Pemerintah Desa. 

Adanya 
kelembagaan 
masyarakat yang 
k u a t yang ter l ibat 
da lam pengelolaan 
daya tar ik wisata. 

Peningkatan 
usaba ekonomi 
masyarakat d i 
b idang 
kepari w i sataan 

Penguatan 
kesadaran 
wisata 
masyarakat 

Peningkatan 
keterampi lan sumber 
daya m a n u sia da lam 
proses produks i 
m a u p u n manajemen 
usaba. 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan b idang 
kepar iwisataan 
dan peningkatan 
kua l i tas SDM 

Inovasi p roduk sebagai 
penunjang sektor 
par iwisata 

Peningkatan 
pemabaman, 
d u k u n g a n , dan 
part is ipasi masyarakat 
dalam mewu judkan 
Sapta Pesona 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
urusan b idang 
kepar iwisataan 
dan 
pemberdayaan 
masyarakat, 
Pemerintah Desa. 

Meningkatnya 
kua l i tas SDM d i 
t ingkat masyarakat 
yang bergerak d i 
b idang usaba 
kepar iwisataan 
sebingga dapat 
mengembangkan 
p roduk yang 
inovat i f dan baik . 

Peningkatan 
fasi l i tasi , 

Pengembangan 
investasi sarana 

Penyusunan rencana 
investasi sarana dan 

Perangkat Daerab 
yang menangani 

Menguatnya 
kesadaran 
masyarakat 
t entang sadar 
wisata dan Sapta 
Pesona. 

Tersusunnya daftar 
k e b u t u h a n sarana 
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regulasi dan 
insent i f u n t u k 
pengembangan 
usaha 
pariwisata 

dan prasarana 
pub l i k pada 
lokasi dan j a l u r 
pr ior i tas sesuai 
dengan 
k e b u t u h a n 

prasarana p u b l i k yang 
part is ipat i f da lam 
konteks kepent ingan 
masyarakat lokal dan 
pengembangan 
par iwisata. 
Kesepakatan bersama 
rencana investasi an tar 
dinas/lembaga terkai t 
bersama masyarakat 
dan swasta 
Pembangunan 
mekanisme kon t ro l oleb 
semua p ibak yang 
sebat atas 
implementas i investasi 
sarana dan parasarana 
pub l i k tersebut. 
Pembangunan 
mekanisme 
pemel ibaraan basi l 
investasi yang je las dan 
mel ibatkan masyarakat 
setempat. 

Pelibatan pemer intab 
lokal / masyarakat 
setempat u n t u k 

u r u s a n b idang 
kepar iwisataan, 
tata ruang , 
penanaman modal 
dan per iz inan; 
Pemerintab Desa 
dan Pokdarwis. 

dan prasarana 
pub l i k pada lokasi 
DTW 

Tersusunnya dan 
tersosial isasikanny 
a: 
1. Kesepakatan 

bersama da lam 
b idang investasi 

2. Mekanisne 
pemel ibaraan 
dan kon t ro l 
investasi 

4. Terbangunnya 
kom i tmen 
masyarakat 
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perencanaan m a u p u n 
implementasi f isik 
sarana dan prasarana 
pub l i k 

Pengembangan 
a tu ran m a i n dan 
prosedur 
(regulasi) 
investasi da lam 
usaha par iwisata 
bagi p ibak-p ibak 
yang ter tar ik . 

Pengembangan a t u r a n 
main/regulas i 
penanaman moda l yang 
aspirati f . 
Pengembangan 
prosedur operasi 
standar bagi 
penanaman moda l yang 
dapat member i r u a n g 
kont ro l kepada pub l i k . 

da lam b idang 
investasi 
prasarana p u b l i k 
pub l i k skala 
desa/lokal pada 
lokasi- lokasi 
DTW 

5. Tersedianya dana 
s t imu lan setiap 
t a b u n 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan b idang 
perencanaan, 
kepar iwisataan, 
tata ruang , 
penanaman moda l 
dan per iz inan; 
kerjasama. 

Tersusunnya 
a tu ran m a i n 
penanaman modal . 

1 .Tersusunnya 
dan 
d i t e tapkannya 
rancangan 
perangkat 
b u k u m a t u r a n 
ma in penanaman 
modal . 

2. Tersosial isasikan 
ya/ d isosial isasik 
ann) a perangkat 
b u k u m a t u r a n 
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Pembagian peran antar 
pemer intab kabupaten 
dan provinsi dalam 
mengatur penanaman 
modal . 

Pengembangan 
koord inas i 
kelembagaan u n t u k 
memfasi l i tasi 
penanaman modal oleb 
sektor swasta dan 

m a m penanaman 
modal sampai 
t ingka t desa. 

3. Tersusunnya 
prosedur 
operasional 
s tandar 
penanaman 
modal 

4. Disos ia l isas ikann 
ya perangkat 
b u k u m a t u r a n 
m a i n penanaman 
moda l sampai 
t ingka t desa. 

Tersusunnya nota 
kesepakatan da lam 
pembagian peran 
penanaman modal 
an ta ra Pemerintab 
Provinsi dan 
Kabupaten. 
D i implementas ikan 
nya koord inas i 
an ta r ins tans i 
da lam mendorong 
penanaman modal 
sektor par iwisata 
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masyarakat . oleh sektor swasta 

dan masyarakat 
Peningkatan 
peran (fasilitasi) 
sektor swasta 
dan masyarakat 
da lam 
m e l a k u k a n 
investasi yang 
bersifat 
komers ia l 
/usaha 
par iwisata . 

Pengembangan sistem 
informasi potensi 
investasi d i 
kawasan / lokasi 
potensial . 

Pengembangan 
marketing kit 
promosi investasi. 

bagi 

Pengembangan sistem 
kelembagaan/ 
d u k u n g a n kelembagaan 
bagi penyediaan capital 
scheme u n t u k investasi 
pengembangan DTW 
oleb masyarakat 
lokal/setempat. 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan b idang 
perencanaan, 
kepar iwisataan, 
ta ta ruang , 
penanaman moda l 
dan per iz inan, 
kerjasama. 

Terbangunnya 
sistem in formas i 
investasi 
kepar iwisataan 
Kabupaten Pacitan 
yang menar ik , 
informati f , t e rka i t 
dengan investasi 
sektor l a in , d a n 
t e rk in i . 
Adanya marketing 
kit yang in fo rmat i f 
dan menar ik bagi 
investor d a n 
terd is t r ibus i 
kepada calon-calon 
investor yang 
potensial 
D ikembangkannya 
dan 
d i laksanakannya 
kerjasama an ta r 
in Stan si / lembaga 
permodalan da l am 
rangka m e n d u k u n g 
pengembangan 



S T R A T E G I RENCANA ARAHAN PROGRAM 
A K S I 

TAHAP 
P E L A K S A 

P J M I 

AN 
NAAN 

P J M 
II 

UNSUR DAN 
PERANGKAT 

T E R K A I T 
T A R G E T S T R A T E G I RENCANA ARAHAN PROGRAM 

A K S I 
1 2 3 4 5 

AN 
NAAN 

P J M 
II 

UNSUR DAN 
PERANGKAT 

T E R K A I T 
T A R G E T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 capital scheme 
par iwisata 



E . ARAH K E B I J A K A N PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 
Arah kebi jakan sesuai dengan mis i2 ya i tu : Pemasaran par iwisata yang 
meningkatkan kun jungan wisatawan, d i jabarkan da lam strategi , rencana, dan 

S T R A T E G I 

Pengembangan 
positioning 
dengan mel ibat 
pada karakter 
produk dan 
profi l 
wisatawan 

RENCANA 

Diversif ikasi 
serta penciptaan 
produk-produk 
baru bemuansa 
rekreat i f dan 
wisata keluarga 
dan massal yang 
berbasis pada 
jen is wisata a lam 
dan budava 

sistematis, tepat sasaran dan bertanggungjawab u n t u k 
araban program aksi sebagai be r ikut : 

ARAHAN PROGRAM 
AKS I 

TAHUN 
PELAKSANAAN 

P J M 
U 

P J M I 

Perencanaan dan 
Pengembangan 
Kawasan Pantai Selatan 
Kabupaten Pacitan 
( termasuk potensi desa-
desa wisata yang ada d i 
seki tamya) terkai t 
dengan per ikanan dan 
ke l au tan . 
Perencanaan dan 
Pengembangan 
Kawasan Wisata 
Monumen Jenderal 
S u d i r m a n dan desa-
desa vu lkan sek i tamya 
serta potesi wisata agro. 
Perencanaan dan 
Pengembangan 
Kawasan Pacitan bagian 
T i m u r 
Perencanaan dan 
Pengembangan 
Kawasan Geopark d i 
bagian barat Pacitan 

UNSUR DAN 
PERANGKAT 

T E R K A I T 

Perangkat Daerah 
yang menangani 
u rusan bidang 
kepar i w i sataan, 
per ikanan dan 
ke lautan , budaya 
dan sejarab, serta 
pemberdayaan 
masyarakat . 

T A R G E T 

- Adanya 
diversikasi 
p roduk pada 
kawasan-
kawasan wisata/ 
DTW yang sudab 
d ikembangkan 

- Terc iptanya 
p r oduk -p r oduk 
b a r u , t e ru tama 
pada kawasan 
wisata/DTW 
yang be lum 
berkembang 



S T R A T E G I RENCANA 

Penciptaan 
slogan / branding 
u n t u k par iwisata 
Kabupaten 
Pacitan 

ARAHAN PROGRAM 
A K S I 

Perencanaan dan 
Pengembangan 
Kawasan Pantai Watu 
Karung sebagai 
Kawasan Wisata Minat 
Khusus Petualangan 
Bahar i 
Perencanaan dan 
Pengembangan 
Kawasan s i tus 
bersejarab (Song Terus, 
Bak Soka, Telaga 
Guyang Warak dan 
sebagainya) 

TAHUN 
PELAKSANAAN 

P J M I I P J M 
1|2|3|4 s l n 

Pengembangan brand 
name c i t ra daerab 
t u j u a n wisata 
(destination image) 
Kabupaten Pacitan. Ada 
beberapa cara antara 
la in : 
• Lomba penciptaan 

logo dan brand name 
• D iskus i terbatas 

antara 
pemer intah/dinas 
terka i t dengan 
akademi si, pe laku 
pariwisata dan 

UNSUR DAN 
PERANGKAT 

T E R K A I T 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan b idang 
kepar iwisataan 
dan b u b u n g a n 
masyarakat, 
Perb impunan 
Hotel dan 
Restoran 
Indonesia (PHRI); 
ASITA; Perguruan 
Tinggi; Pengelola 
Daya Tar ik 
Wisata. 

T A R G E T 

Terciptanya brand 
name c i t ra daerah 
t u j u a n wisata 
(destination image) 
Kabupaten Pacitan. 



S T R A T E G I RENCANA 

Pengembangan 
mater i promosi 
dengan media 
cetak, audio 
v isual , 
a t a u p u n 
pemanfaatan 
teknologi 
informasi ; 

Reformulasi 
format dan 
materi a lat-alat 
promosi 
par iwisata da lam 
bentuk cetak, 
yang d i fokuskan 
pada penguatan 
posi t ioning serta 
k ebu tuhan 
informasi 
wisatawan 

ARAHAN PROGRAM 
A K S I 

masyarakat u n t u k 
menc ip takan logo dan 
brand name tersebut. 

Sosialisasi brand name 
ci tra daerah t u j u a n 
wisata (destination 
image) Kabu paten 
Pacitan. 

Pengembangan mater i 
promosi cetak (printed 
material) brosur, leaflet, 
peta wisata, b u k u saku 
wisata, 
Kabupaten 
u n t u k 
Wisatawan 
dan 
Mancanegara 

Pariwisata 
Pacitan 
Segmen 

Nusantara 
Wisatawan 

Reformulasi 
format promosi 
kepariwisataan 
Kabupaten 
Pacitan mela lui 
media internet 

Perencanaan dan 
pengembangan s i tus 
promosi Pariwisata 
Kabupaten Pacitan 
sesuai dengan 
perkembangan teknologi 

TAHUN 
PELAKSANAAN 

P J M I : P J M 
1 1 2 1 3 1 4 5 n 

UNSUR DAN 
P E R A N G K A T 

T E R K A I T 

Perangkat Daerah 
yang menangani 
u rusan bidang 
kepar iwisataan 
dan b u b u n g a n 
masyarakat , 
serta k o m u n i k a s i 
dan in formas i . 
Perangkat Daerah 
yang menangani 
u rusan b idang 
kepar iwisataan, 
b u b u n g a n 
masyarakat , serta 
k o m u n i k a s i dan 
in formasi . 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan bidang 
kepar iwisataan, 
b u b u n g a n 
masyarakat , serta 

T A R G E T 

Tersosial isasinya 
brand name c i t ra 
daerah t u j u a n 
wisata (destination 
image) Kabupaten 
Pacitan. 

Tercetaknya alat 
promosi cetak yang 
sesuai dengan: 
- in formasi t e rk in i 
- segmen 

wisatawan yang 
akan d i ra ib 

Terbangun dan 
dapat diakses oleh 
u m u m si tus 
par iwisata 
Kabupaten Pacitan 
yang in format i f 



S T R A T E G I RENCANA ARAHAN PROGRAM 
A K S I 

in formas i . 

TAHXTN 
PELAKSANAAN 

P J M I 
1 2 3 4 5 

UNSUR DAN 
PERANGKAT 

T E R K A I T 

k o m u n i k a s i 
in formasi . 

T A R G E T 

dan serta selalu 
menyaj ikan 
in formasi t e rk in i 

Pengembangan 
pusat 
in formasi 
par iwisata 
pada lokasi 
strategis yang 
m u d a b 
d i jangkau dan 
berada pada 
rangka ian j a l u r 
pergerakan 
wisatawan 

Kerjasama 
promosi dan 
pemaketan 
wisata dengan 
daerah t u j u a n 
wisata d i 
s ek i tamya 

Perencanaan dan 
pengembangan 
kerjasama promosi 
serta pembuatan paket 
wisata l in tas regional 

Perencanaan dan 
pengembangan 
kerjasama promosi 
serta pembuatan paket 
wisata l in tas regional 
dengan biro perjalanan 
wisata (BPW) baik 
nas ional m a u p u n 
in t emas iona l 

Pengembangan 
Sistem Informasi 
Wisata bersama 
l in tas 
kabupaten /kota 
(Yogyakarta, Solo 
dan Surabaya) 
sebagai p i n t u 
masuk 

Perencanaan dan 
Pengembangan Sistem 
Informasi Wisata L intas 
Kabupaten/Kota dan 
prov ins i serta per luasan 
j a l u r d i s t r i bus i promosi 
d i Yogyakarta, Solo dan 
Surabaya 

Perangkat Daerah 
yang menangani 
u rusan bidang 
kepar iwisataan, 
ker jasama dan 
perbatasan; Biro 
Perjalanan 
Wisata; ASITA. 

Adanya kerjasama 
l in tas daerab 
da lam b idang 
promosi wisata 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan bidang 
kepar iwisataan; 
Biro Perjalanan 
Wisata (BPW); 
ASITA. 

Adanya kerjasama 
dengan BPW 
nasional m a u p u n 
in t emas iona l 
da lam 
pengembangan dan 
pelaksanaan paket 
wisata l in tas 
regional. 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u r u s a n b idang 
kepar iwisataan d i 
Kabupaten 
Pacitan m a u p u n 
l in tas 
prov ins i/kabupate 
n/ko ta ; ASITA; 

Berkembangnya 
Sistem Informasi 
Wisata l in tas 
k a b u paten / kota 
dan prov ins i serta 
per luasan j a l u r 
D i s t r ibus i Promosi 
d i Yogyakarta, Solo 
dan Surabaya. 



O X X X A 1 X W J l l U ^ n X / A i l A 
ARAHAN PROGRAM 

A K S I 

TAHUJ 
PELAKSAA 

P J M I 
lAAN 
P J M 

11 

UNSUR DAN 
P i n ? A rari-ir AT 

T E R K A I T 
TARfUPT 1 An.urii#i O X X X A 1 X W J l l U ^ n X / A i l A 

ARAHAN PROGRAM 
A K S I 

1 2 3 4 5 

lAAN 
P J M 

11 

UNSUR DAN 
P i n ? A rari-ir AT 

T E R K A I T 
TARfUPT 1 An.urii#i O X X X A 1 X W J l 

wisatawan 
mancanegara 
(Wisman) 

BPW;PHR1. 

Per luasan 
j a r i n g a n 
promos i 

Perluasan 
j a r ingan d i 
t ingkat nasional 
m a u p u n 
in temas iona l . 

Meng ikut i pameran 
wisata nasional 
a t a u p u n lokal baik atas 
nama kabupaten 
m a u p u n kerjasama 
dengan provinsi Jawa 
T i m u r a tau Negara 
Kesatuan Republ ik 
Indonesia. 

m Perangkat Daerah 
yang menangani 
u rusan b idang 
kepar iwisataan, 
bubungan 
masyarakat, 
informasi dan 
komunikas i . 

Dikenalnya Pacitan 
sebagai dest inasi 
wisata yang c u k u p 
potensial dan dapat 
bersaing dengan 
dest inasi l a in d i 
Jawa T i m u r 
m a u p u n Indonesia. 

F .ARAH K E B I J A K A N PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA 
Arab kebi jakan sesuai dengan m i s i 3 ya i tu I n d u s t r i par iwisata kredibel , bersemangat kemi t raan d a n kooperasi, dan bertanggung j awab 
te rbadap l ingkungan a lam dan sosial budaya. , d i jabarkan da lam strategi, rencana, dan a raban program aks i sebagai be r ikut : 

S T R A T E G I RENCANA ARAHAN PROGRAM 
A K S I 

TAHAPAN 
PELAKSANAAN UNSUR DAN 

PERANGKAT 
T E R K A I T 

T A R G E T 

Peningkatan 
Kua l i tas dan 
Keragaman 
Produk Usaba 

Peningkatan 
Daya Saing 
Usaba 
Pariwisata 

Peningkatan 
standardisasi 
usaba par iwisata 

bagi 

Peningkatan 
pengelolaan 
par iwisata 

usaba 

Peningkatan s tandar 

Perangkat Daerah 
yang menangani 
u rusan b idang 
kepariwisataan; P 
HRI; ASITA; 
lembaga 
sertif ikasi usaha 

Men ingka tkan 
standar pengelolaan 
dan pelayanan d i 
usaba 
kepar iwisataan 
sesuai a tu ran yangg 
ber laku secara 



S T R A T E G I RENCANA 

Menciptakan 
i k l i m usaha 
yang kondus i f 

ARAHAN PROGRAM 
AKS I 

TAHAPAN 
PELAKSANAAN 

P J M I I PJM 
1 2r 3f 4} si I I 

hotel sebagai 
sarana meeting, 
incentive, conference 
dan exhibition (MICE) 

Pengembangan 
per i j inan usaha 
par iwisata satu atap 
Pengembangan sistem 
per iz inan integrat i f 
u n t u k berbagai j en i s 
usaba pariwisata. 

UNSUR DAN 
PERANGKAT 

T E R K A I T 

par iwisata:dan 
asosiasi para 
pelaku usaba 
par iwisata 
la innya. 

T A R G E T 

nasional . 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan bidang 
kepar iwisataan, 
penanaman modal 
dan per iz inan. 

Kemudaban dan 
kepast ian dalam 
proses pengurusan 
per i j inan usaba 
par iwisata. 

Penguatan 
Kemitraan 
Usaba 
Pariwisata 

Pengembangan 
Pola-Pola 
Kerjasama 
I n d u s t r i L intas 
Sektor 

Peningkatan 
penyerapan p roduk 
lokal da lam usaba 
kepar iwisataan. 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan bidang 
perencanaan, 
kepar iwisataan, 
koperasi , 
per iod us t r i an dan 
perdagangan. 

Penggunaan sumber 
daya manus ia (SDM 
lokal) da lam 
penyelenggaraan usaha 
par iwisata. 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan bidang 
kepar iwisataan 
dan tenaga kerja. 

Meningkatnya 
penggunaan produk 
lokal 

Terserapnya tenaga 
kerja loka l yang 
kompeten. 

Pengembangan sistem 
ter integrasi 

Perangkat Daerab 
yang menangani 

Adanya kerjasama 
yang saling 



S T R A T E G I RENCANA 

Pengembangan 
pola-
polakerjasama 
sebagai bagian 
dar i 
tanggungjawab 
terhadap 
l i ngkungan a lam 
dan sosial 
budaya. 

ARAHAN PROGRAM 
A K S I 

TAHAPAN 
PELAKSANAAN 

antara par iwisata-
per tan ian-per ikanan 
(hulu-hi l i r ) 

Pengembangan usaha 
mikro keci l dan 
menengah da lam 
m e n d u k u n g usaha 
kepar iwisataan 
Pengembangan 
kemi t raan sistem 
bapak angkat antara 
usaba kepar iwisataan 
yang sudab ma ju dan 
berskala besar dengan 
UMKM 

UNSUR DAN 
PERANGKAT 

T E R K A I T 

urusan b idang 
kepar iwisataan, 
koperasi, i n d u s t r i 
dan perdagangan, 
per tanian dan 
peternakan, 
ke lautan dan 
per ikanan, d a n 
ketabanan 
pangan. 

Perangkat Daerab 
yang menangan i 
u rusan b idang 
kepar iwisataan, 
koperasi, i n d u s t r i 
dan perdagangan 

T A R G E T 

menguntungkan 
antara pariwisata-
per tan ian-per ikanan 

Menguatnya 
d u k u n g a n U M K M 
u n t u k usaba 
ke par i w i sataan 

Berkembangnya 
kemi t raan yang 
sal ing 
mengun tungkan 
antara usaba besar 
dan Usaba m ik ro , 
kecil dan menengab 
(UMKM). 



G.ARAH K E B I J A K A N PENGEMBANGAN K E L E M B A G A A N KEPARIWISATAAN 
Arah kebi jakan sesuai dengan mis i 4 y a i t u : Kelembagaan kepar iwisataan yang akuntabe l , regulasi d a n mekanisme operasional yang efektif 
dan efisien, serta sumberdaya manus i a yang kompeten da lam rangka mendorong perkembangan kepar iwisataan Kabupaten Pacitan, 
d i jabarkan da lam strategi, rencana, dan arahan program aks i sebagai ber ikut : 

S T R A T E G I 

Penguatan 
kelembagaan 
d i pemer in tah 
kabupa ten 

RENCANA 

Melengkapi 
s t r u k t u r 
organisasi 

Fungsional isasi 
staf, u n t u k 
men ingka tkan 
kiner ja d i D inas 
Pariwisata, 
Bappeda, 
Perekonomian 
dan Dinas 
te rka i t yg 
mengurus i 
par iwisata 

ARAHAN 
PROGRAM AKS I 

Rekrutmen staf 
ba ru dan/atau 
Rekrutmen staf dar i 
d inas Iain yang 
memi l i k i 
k emampuan da lam 
b idang 
perencanaan, 
pengembangan 
DTW dan 
pemasaran 
Pengaturan kembal i 
posisi staf pada 
s t r u k t u r organisasi, 
t i dak hanya 
ter fokus pada 
ketatausahaan 

TAHUN 
PELAKSANAAN 

P J M I 
1 2 

UNSUR DAN 
PERANGKAT 

T E R K A I T 

Perangkat Daerah 
yang menangani 
u r u s a n b idang 
Kepegawaian. 

Perangkat Daerah 
yang menangani 
u r u s a n b idang 
Kepegawaian. 

T A R G E T 

S t r u k t u r 
organisasi 
lengkap dengan 
staf yang relevan 
pada t a b u n 2020 

staf 
sesuai 

Penempatan 
yang ada 
dengan 
kapasi tasnya 
Proporsi 
se imbang antar 
bagian / b idang/ s 
eksi 



S T R A T E G I RENCANA ARAHAN 
PROGRAM A K S I 

TAHUN 
PELAKSANAAN UNSUR DAN 

PERANGKAT 
T E R K A I T 

T A R G E T 

Kelembagaan di 
masyarakat 
sekitar daya 
t a r i k wisata 

Menja l in 
k o m u n i k a s i yang 
tepat da lam 
koord inas i 
kelembagaan d i 
pemer intab , 
swasta dan 
masvarakat 

Memper tabankan 
model kelembagaan 
yang sudab ada d i 
masyarakat , yang 
bisa menjadi c i r i 
kbas daerab 

Menc ip takan 
b u b u n g a n kerja 
dan koord inas i 
yang h u m a n i t a r i a n , 
demokrat is , dan 
par t i s ipator is 
(HDP), dan 
d i tuangkan da lam 
pera turan serta tata 
ter t ib . 

Penguatan 
kelembagaan 
d i 
masyarakat 

Pembentukan 
Pokdarwis, 
Koperasi, 
Kelompok 
Pengrajin, 
sanggar seni dan 
budaya 

Penyu luhan dan 
sosialisasi sadar 
wisata 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
urusan bidang 
kepar iwisataan, 
Perguruan Tinggi, 
LS M, Pemerintab 
Desa dan Kecamatan, 
Pokdarwis 
Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan bidang 
kepar iwisataan, 
Perguruan Tinggi, 
Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), 
Pemerintab Desa dan 
Kecamatan, Pelaku 
indus t r i par iwisata 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
urusan b idang 
kepar iwisataan, 
koperasi, i n d u s t r i dan 
perdagangan; Swasta. 

Terbentuknya 
kelembagaan 
yang k u a t d i 
sekitar objek 
wisata, 
berdasarkan 
karakter loka l 

Tersusunnya 
peraturan 
pegawai dan tata 
ter t ib yang 
berdasarkan 
kemanus iaan , 
demokrat is ( t idak 
otoriter 
p impinan) , dan 
semua staf dapat 
berpart is ipasi 
ak t i f 
D ike tabu inya dan 
te rpabaminya 
mengenai sadar 
wisata oleh 
masyarakat 
t e ru tama 
masyarakat d i 
sekitar objek dan 
daya ta r ik wisata. 



S T R A T E G I RENCANA ARAHAN 
PROGRAM A K S I 

TAHUN 
PELAKSANAAN 

Pembentukan 
Pokdarwis/ Koperasi 
/ Kelompok 
Pengrajin di DTW 
dan sek i tamya 
Pembinaan 
kera j inan, 
pemasaran, 
kelembagaan 

dan 

UNSUR DAN 
PERANGKAT 

T E R K A I T 
T A R G E T 

Terbentuknya 
Pokdarwis d i 
semua DTW 
unggulan 

Terbentuknya 
sanggar seni, 
kera j inan dan 
koperasi 

Kerjasama 
kelembagaan 

Mengembangkan 
model 
percontohan pola 
kerjasama 

Mendorong 
sektor swasta 
agar bersedia 
menanamkan 
investasi sektor 
par iwisata 

kerjasama 
pengelolaan antar 
pemerintah-swasta-
masyarakat pada 
beberapa DTW 

S tud i tentang 
investasi dan 
penanaman moda l 
Seminar tentang 
investasi dan 
penanaman moda l 

Perangkat Daerah 
yang menangani 
u r u s a n bidang 
kepar iwisataan, 
ASITA, PHRI, HPI 
(Pengusaha Indus t r i 
Pariwisata) 

Terbentuknya 
kerjasama 
pengelolaan DTW 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u r u s a n bidang 
perencanaan dan 
penanaman modal 

Penanaman 
modal oleb 
swasta pada 
b idang par iwisata 



S T R A T E G I RENCANA ARAHAN 
PROGRAM A K S I 

TAHUN 
PELAKSANAAN 

Koordinasi 
Kelembagaan 
pe laku i n d u s t r i 
par iwisata 

sosialisasi dan 
pengembangan 
model percontohan 
investasi dan 
penanaman modal 

Pembentukan, 
pembinaan dan 
kerjasama dengan 
ASITA, PHRI, HPI. 

UNSUR DAN 
PERANGKAT 

T E R K A I T 

Perangkat 
Daerahyang 
menangani u rusan 
b idang perencanaan, 
kepar iwisataan, dan 
penanaman modal , 
penel i t ian, dan 
pengembangan, 
pe rbubungan , 
komun ikas i dan 
informasi ,koperasi , 
pe r indust r ian dan 
perdagangan, 

Perguruan Tinggi, 
ASITA, PHRI, HPI. 

T A R G E T 

Terciptanya 
koord inas i yang 
barmon is dan 
terse lenggarakan 
nya event- event 
par iwisata atas 
kerjasama 
tersebut 



S T R A T E G I RENCANA 

Kegiatan 
per lombaan, 
festival, pasar 
seni dan budaya 
u n t u k lembaga 
masvarakat 

ARAHAN 
PROGRAM A K S I 

TAHUN 
PELAKSANAAN 

Lomba 
Pokdarwis, 
Lomba Koperasi, 
Lomba Desain 
Cinderamata 
Pengrajin, 
Busana Daerah, 
Makanan 
Tradis ional , dan 
sebagainya. 
Festival seni dan 
budaya 
Pameran dan 
Pasar Seni dan 
Budaya 

UNSUR DAN 
PERANGKAT 

T E R K A I T 

Perangkat Daerah 
yang menangani 
u rusan b idang 
perencanaan, 
kepar iwisataan, 
koperasi , 
pe r indus t r i an dan 
perdagangan; Swasta. 

T A R G E T 

Terciptanya 
pokdarv-'is yang 
k u a t 
Terbentuknya 
koperasi 
Terbentuknya 
event t a b u n a n 
pasar seni dan 
budaya 

Mengembangkan 
mekanisme 
koordinasi yang 
efektif an tar 
dinas/lembaga 
pemerintab 
secara vert ika l d i 
da lam ba l 
pengelolaan DTW 

Koordinasi 
kelembagaan 
an ta ra 
Pemerintah 
Kabu paten-
Kecamatan-
Desa. 
Fo rum 
k o m u n i k a s i 
pe laku 
par iwisata. 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u r u s a n b idang 
perencanaan, 
kepar iwisataan, 
koperasi , 
pe r indus t r i an dan 
perdagangan; Swasta; 
Pergu r u a n Tinggi; 
LSM; Pemerintab 
Desa dan Kecamatan; 
Pokdarwis. 

Terbentuknya 
fo rum 
komun ikas i 
pe laku 
par iwisata 
secara vert ika l 
Ter laksananya 
pertemuan 
r u t i n / t a b u n a n 
u n t u k pe laku 
i n d u s t r i 
par iwisata 



S T R A T E G I RENCANA ARAHAN 
PROGRAM A K S I 

TAHUN 
PELAKSANAAN 

P J M I 
1 2 3 

LTNSUR DAN 
PERANGKAT 

T E R K A I T 
T A R G E T 

Peningkatan 
kapasi tas 
sumberdaya 
manus i a 
(SDM) 

Peningkatan - Pendidikan 
Kapasitas SDM Y 1 

k h u s u s 
pengambi l kepar iwisataan 
kebi jakan d i - S2 Panwisata 
Pemenntah - Pelatihan k h u s u s 
Daerah pemasaran 

- Pelatihan 
Pengembangan 
p roduk 

- Pelatihan 
ne twork ing 

- Pelat ihan 
teknologi 
in fo i i i i as i 
( kemampuan 
komputer i sas i dan 
internet) 

Peran gkat Daerab 
yang menangani 
u rusan b idang 
kepar iwisataan, 
pend id ikan dan 
pe lat ihan, Pemerintab 
Kabupaten Pacitan, 
Perguruan Tinggi 

T a h u n 2020 
Setiap staf 
memi l ik i 
serti f ikat 
keahl ian / pe lat ih 
an sesuai 
dengan 
bidangnya, 
misa lnya 
perencanaan, 
pemasaran, 
keuangan. 
Tabun 2020 
Se luruh staf 
pemer intab 
daerab 
menguasai 
komputer , 
internet dan 
peralatan 
teknologi 
in formasi 
la innya. 



S T R A T E G I RENCANA ARAHAN 
PROGRAM AKS I 

UNSUR DAN 
PERANGKAT 

T E R K A I T 
T A R G E T 

Peningkatan 
Kapasitas SDM 
pelaku i n d u s t r i 
par iwisata 

Peningkatan 
Kapasitas SDM 
d i sekitar DTW 

Pelatihan 
perhote lan, restoran, 
b i ro perjalanan 
wisata , pemandu 
wisata, kera j inan, 
koperasi . 

Sosialisasi, 
pe la t ihan dan 
pembinaan secara 
berg i l i ran sebingga 
semua DTW dapat 
t e rcakup. Bidang 
yang d i t ingka tkan : 
Sapta pesona, usaba 
jasa pariwisata, seni 
d a n budaya, 
pengelolaan DTW, 
c inderamata dan 
m a k a n a n kbas. 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u r u s a n bidang 
kepar iwisataan, 
pendid ikan dan 
pe lat ihan, Perguruan 
Tinggi, ASITA, PHRI, 
HPI 

Sert i f ikasi dan 
standar 
kompetensi 
kepada pelaku 
i n d u s t r i 
par iwisata 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan bidang 
perencanaan, 
kepar iwisataan, 
koperasi , 
pe r indust r ian dan 
perdagangan; Swasta; 
Perguruan Tinggi; 
LSM; Pemerintab 
Desa dan Kecamatan; 
Pokdarwis 

- T a h u n 2020 
Se lu ruh DTW 
telab mener ima 
pe la t ihan 
kepar iwisataan 

- T a b u n 2020 
terc ipta 
masyarakat 
sadar wisata d i 
s e lu ruh wi layah 
Pacitan 



S T R A T E G I RENCANA 

Program 
pemagangan 

Pemagangan 
bagi SDM 
pemer intah, 
swasta m a u p u n 
masyarakat d i 
b idang yang 
relevan. 

ARAHAN 
PROGRAM A K S I 

Pemagangan 
penel i t ian dan 
perencanaan 
Pemagangan 
pemasaran 
Pemagangan 
i n d u s t r i par iw isata 
Pemagangan 
i n d u s t r i keci l , 
kera j inan, 
koperasi , seni dan 
budaya 
Pemagangan 
teknologi in formasi 

UNSUR DAN 
PERANGKAT 

T E R K A I T 

Perangkat Daerah 
yang menangani 
u rusan b idang 
kepar iwisataan; 
Warga Masyarakat ; 
DPRD. 

T A R G E T 

Meningkatnya 
kemampuan 
teknis dan 
prakt is da lam 
bidang 
kepar iwisataan, 
ba ik pemer in tah , 
swasta m a u p u n 
masyarakat. 

Pelaksanaan 
konsep good 
governance 
( tata kelola 
yang baik) 

Men ingka tkan 
profesionalitas, 
ke ju ju ran , 
t ransparans i 
dan 
pengabdian. 

Pendidikan dan 
pe lat ihan tentang 
good governance 
Pemberian 
pengbargaan 
kepada staf te ladan 
Pemberian 
kompensasi pada 
staf berprestasi 

Perangkat Daerab 
yang menangani 
u rusan b idang 
kepar iwisataan. 

Men ingkatnya 
d is ip l in 
Berkurangnya 
pelanggaran-
pelanggaran 
terbadap 
peraturan 

BUPATI PACITAN 

r ^ 

INDARTATO 


